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Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Studi lmplementasi Kebijakan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
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Sri Handayani 
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srihandayanit@yahoo.co.icl 

ABSTRAK 

Dalam upaya menwtjang dinamisasi politik negara perlu penguatan fungsi 
PNS yang bemaung dalam Koorps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia yang 
netral dan tidak menciptakan pro dan kontra dalam penyelenggaraan negara. Hal 
senada dituangkan dalam Pasal l ayat ( l) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah 
Nomor 30 Tahtm 1980 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan 
"Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai negeri Sipil untuk 
mena'ati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak dita'ati atau 
dilanggar dijatuhi hukrnnan disiplin. 

Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan penelitian sebagai 
berikut: 
I. Bagaimana implementasi kebijakan Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

pada Sekretariat DPR Aceh ; 
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dan pendorong Penerapan Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DPR Aceh; 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, karena 

pertirnbangannya adalah penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran 
penerapan peraturan disiplin PNS pada Sekretariat DPR Aceh sesuai Peraturan 
Pernerintah Nomor 30 Tahun 1980. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa secara umum PNS kurang 
mematuhi/menta'ati peraturan disiplin PNS yang seharusnya PNS menjadi suri 
tauladan bagi masyarakat agar tepercaya dan dipercayai terhadap peran yang 
dilakoni. Secara nyatanya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang 
disiplin PNS yang semula diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya 
pada organisasi pemerintahan secara bertanggungjawab namun realitw~ya pada 
Sekretariat DPR Aceh dalam penerapan disiplin Satuan Kerja Perangkat Aceh 
Sekretariat DPR Aceh pimpinan menghadapi intervensi maupun intirnidasi dari 
pihak-pihak tertentu karena banyak unsur politis rnasih mendominasi 
pemerintahan dari partai politik sehingga menciptakan disiplin pegawai negeri 
sipil masih rendah. 

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah, Disiplin PNS 
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Application of Civil Servants Disciplinary Regulations on Secretariat 
House of Representatives Aceh ( Study of Policy Implementation 

Indonesian Government Regulation No. 
30 Year 1980 About the Disciplinary PNS) 

Sri Handayani 
Nim. 015793375 

srihandavani@vahoo.co.id 

ABSTRACT 

In an effort to support the country's political dynamics need to strengthen 
the functions of ci vii servants who take shelter in Koorps the Civil Service of the 
Republic of Indonesia which is neutral and not create pros and cons in the 
administration of the state . The same thing is stated in Article 1 ( 1 ) and 
paragraph ( 3 ) of Government Regulation No. 30 Year 1980 About the Discipline 
of Civil Servants says " Civil Servant Discipline is the ability of civil servants to 
Civil obligations and to avoid prohibitions specified in legislation ~ ececute the 
rule invotation and I or regulatory official who , if not obey or violated sentenced 
to discipline. 

Based on this phenomenon above the research problems were fonnulated 
as follows: 
I. How does the policy implementation Implementation of the Civil Service 

Discipline at the Aceh Parliament Secretariat; 
2. The factors that become obstacles and drivers of adoption of the Ci vii Service 

Discipline at the Aceh Parliament Secretariat; 

In this study , researchers used a qualitative approach , due consideration is 
that the study carried out to obtain a picture of the application of disciplinary rules 
of civil servants at the Parliament Secretariat Aceh under Government Regulation 
No. 30Year1980. 

The results showed that in general the less comply with the civil servants / 
PNS disciplined observance of the rules that should be a model for civil society to 
trusted and believed to be acted roles . In fact the Government Regulation No. 30 
Year 1980 on the discipline of civil servants which was originally expected to 
carry out its duties and functions in government organizations are responsible , 
but the reality on the Parliament Secretariat Aceh in discipline Task Force 
Secretariat DPR Aceh Aceh leaders face intervention or intimidation of certain 
parties because many governments still dominate the political element of political 
paities so as to create the discipline of civil servants are still low. 

Keywords : Government Regulation Policy Implementation, PNS Discipline 
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BAB IV 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

l. Gambaran Umum Sekretariat DPR Aceh 

Dalarn penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah 

dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu 

penyusmian kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalarn sekretariat, unsur 

pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang 

diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukm1g tugas kepala daerah 

dalarn penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat 

spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana 

urusan daerah yang diwadahi dalarn dinas daerah. 

Beranjak dari pelaksanaan tugas didaerah berdasar Paragraf 1 

Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Pasal 24 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah 

menyebutkan "Sekretariat DPRD terdiri dari paling banyak 4 (empat) 

bagian dan masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian''. 

Dasar utarna penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi 

adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, 

yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti 

bahwa setiap penanganan urusa.n pemerintahan harus dibentuk ke dalarn 

organisasi tersendiri. Dengan perubahan tenninologi pembagian urusan 
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pemerintah yang bersifat konkuren berdasarkan Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya 

terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing 

tingkatan pemerintahan. 

Dengan berlakunya Undang-undang 11 Tahun 2006 Tentang 

Pemerintahan Aceh maka prinsip pemberian otonomi khusus untuk 

kemakmuran masyarakat aceh, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan 

yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten, dan 

kota, sedangkan penyelenggaraan umsan pemerintahan yang bersifat 

pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi 

unggulan dan kekhasan daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka 

pengembangan otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan 

mernunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya 

optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalan1 rangka mempercepat 

proses peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Secara terstruktur walaupun adanya peraturan pernndang-undangan 

yang berlaku terhadap organisasi di daerah namun secara manjerial sangat 

memerlukan suatu pola kerja salah satunya adalah "Manajemen Pegawai 

Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan 

efisiensi, efektifitas dan derajat profesionalisme penyelenggara tugas, 

fungsi dan kewajiban kewajiban yang meliputi perencanaan, pengadaan, 
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pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan 

dan pemberhentian" 

Sejalan dengan tatanan sejarah bangsa sekilas diutarakan 

perkembangan aceh sebagai daerah otonom Provinsi yang mengalami 

pernbahan sebutan : 

l. Lahimya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang 

Pernbentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan perubahan 

Peraturan Propinsi Swnatera Utara yang mengutamakan keistirnewaan 

dalam bidang keagamaan, pendidikan dan adat istiadat. 

2. Lal1imya Undang-undang Nornor 18 Tahun 2001 sebagai respon 

pemerintal1 dan DPR-RI sebagai salah satu solusi politik bagi 

penyelesaian persoalan aceh Aspirasi yang dinamis masyarakat aceh 

yang bukan saja dalarn kehidupan adat, budaya, sosial, dan politik 

mengadopsi keistirnewaan aceh, melainkan juga memberikan jaminan 

kepastian hukum dalarn segala urusan karena dasar kehidupan 

masyarakat aceh yang religius telah membentuk sikap, daya juang 

yang tinggi, dan budaya islam yang kuat. 

3. Sesuai pasal 251 ayat (l) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 

tentang Pemerintahan Aceh maka nama Aceh sebagai daeral1 Provinsi 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

Undang-undang Dasar 1945 dan gelar pejabat pemerintal1an yang 

dipilih akan ditentukan oleh Dewan Penvakilan Rakyat Aceh setelah 
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pemilihan umum tahun 2009 dan Pasal 272 diuraikan lebih lanjut 

bahwa "Dengan berlakunya (Undang-undang 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh) ini, maka Undang-undang Nomor 18 Tahun 

200 l tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istirnewa Aceh sebagai 

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku, namun masalah kepegawaian di aceh tetap berada pada bab 

tersendiri. 

4. Sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 

Tentang Pemerintahan Aceh, maka dikeluarkan Peraturan Gubemur 

Aceh Nomor 61 Tahun 2009 tanggal 7 Mei 2009 tentang Penggunaan 

Sebutan Aceh pada nomenklatur Papan Nama, Titelatur 

Penandatanganan Naskah Dinas. Kop Naskah Dinas, Sampul/ Amplop 

Naskah Dinas dan Stempel Dinas di lingkungan Pemerintah Aceh 

yang salah satunya adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah menjadi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. 

5. Dalam Undang-w1dang l l Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh 

Pasal I 08 tentang Sekretariat DPR Aceh dan Bab XVI Kepegawaian 

Pasal 18 ayat 1 menyebutkan ''Pegawai Negeri Sipil di Aceh 

merupakan satu kesatuan manajemen Pegawai Negeri Sipil secara 

nasional 

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tetang Aparatur Sipil Negara 

(ASN ), mencabut Undang-undang Nomor 43 Tabun 1999 Tentang 
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Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-

pokok Kepegawaian. 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20057 Tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan 

Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil 

Bila dilihat sekilas perubahan-perubahan yang terjadi terhadap 

peraturan perundang-undangan yang didalamnya juga perubahan 

nomenklatur Sekretariat DPRD yang secara nasional berlaku berubah 

menjadi Sekretariat DPR Aceh, sehingga ke khususan Provinsi Aceh yang 

berkaitan dengan dengan huruf e dalam menimbang Undang-Undang 

nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan: 

Bencana alam gempa bwni dan tsunami yang terjadi di Aceh 
tanggal 26 Desember Tahun 2004 telah menumbuhkan solidaritas 
seluruh potensi bangsa Indonesia untuk membangun kembali 
masyarakat dan wilayah Aceh serta menyelesaikan konflik secara 
damai, menyeluruh dan bermartabat dalam kerangka Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

Dalam perjalanan sejarah perubahan demi perubahan terus terjadi 

maka keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 menjadi 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 20 I 0 Tentang Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil. Dengan demikian Sekretariat DPR Aceh sebagai salah satu 

organisasi pemerintahan telah melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, 

pembangunan dan sosial kemasyarakatan dengan melakukan pemerapan 

42677.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



67 

disiplin pegawai negeri sipil sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 dilingkungan Dewan Petwakilan Rakyat Aceh selaku Badan 

legislatif yang merupakan suatu badan yang berkewenangan membentuk 

peraturan perundang-undangan pada tingkat daerah, yang mana saat ini 

dikenal sebagai badan yang mempunyai fungsi legislasi, penganggaran dan 

pengawasan didasarkan Pasal 96 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 

Ten tang Pemerintahan Daerah sehingga pada prinsipnya kehadiran 

lembaga ini berada pada setiap tatanan pemerintahan suatu negara, 

maupun daerah dengan latar belakang historis yang searah dengan sejarah 

pertumbuhan dan perubahan negara bersangkutan. 

Jelas bagi kita Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan pada 

Sekretariat DPR Aceh disatu s1s1 melaksanakankan tugas-tugas 

kesekretariatan disisi Jain melaksanakan ketentuan disiplin yang berada 

dibawah Kepala Daerah cq Sekretaris Daearah sehingga perlu pembinaan 

untuk memahami status diti Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan 

bahwa pelaksanaan tugas pada Sekretariat DPR Aceh berarti telah bekerja 

pada suatu lembaga politik daerah yaitu DPR Aceh sebagai lembaga 

legislatif. Dibalik kenyataan itu pembinaan Pegawai Negeii Sipil diatur 

secara menyeluruh yaitu dengan pengah1ran pembinaan yang seragam bagi 

segenap Pegawai Negeri Sipil, baik Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun 

Pegawai Negeri Sipil Daerah, atau dengan perkataan lain peraturan 

disiplin yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil pada 
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instansi/badan/lembaga lain juga berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil pada 

Sekretariat DPR Aceh. Sasaran yang diinginkan adanya keseragaman 

pelaksanaan tugas, penerapan disiplin, pembinaan sampai memasuki masa 

pensiun sekaligus keseramagam perlakuan dan jaminan kepastian hukum 

bagi segenap Pegawai Negeri Sipil. 

B. Tata kerja Sekretariat DPR Aceh 

Secara umum Sekretariat DPR Aceh merupakan organ1sas1 yang 

dibentuk oleh pemerintah dan pemerintah daerah provinsi dengan suatu 

aturan dan ditetapkan agar diajalankan oleh satuan kerja pemerintah aceh 

dalam rangka melaksanakan tugas/ pekerjaan yang dibebankan, 

bertanggungjawab dan mengawasi terhadap pekerjaan yang dilaksanakan. 

Dalam kaitan ini terkandung makna yang tersirat bahwa dalam pelaksanaan 

tugas ini antara lain : 

I. Adanya pembagian tugas yangjelas; 

2. Adanya perencanaan dan pelaksanaan tugas yang telah digariskan; 

3. Adanya tanggungjawab dan lini pertanggungjawaban; 

4. Adanyajenjang hirarkhi yangjelas; 

5. Adanya pengawasan internal dan exsternal. 

Menurnt pandangan kami dalam organisasi dibutuhkan unsur staf, 

maka Wawancara kami dengan Kepala Bagian Umum Sekretariat DPR Aceh, 

(Romi) tanggal 04 Agustus 2014 menguraikan bahwa: 
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Staf adalah semua orang yang membantu pimpinan baik yang 
bergerak di bidang lini maupun bidang staf. Petugas Lini adalah 
mereka yang bertanggung jawab atas pemberlakuan tugas pokok 
organisasi, sedangkan yang tergolong sebagai staf adalah mereka yang 
bertanggungjawab atas pemberlakuan tugas-tugas penunjang. 

Untuk selanjutnya ditambahkan dalam Wawancara kami dengan 

Kepala Bagian Umum Sekretariat DPR Aceh, (Romi) tanggal 04 Agustus 

2014 menbll.traikan bahwa "Untuk terlaksanaknya tugas-tugas kesekretariatan 

perlu dilakukan pembinaan dan keharmonisan kerja sehingga terciptanya 

kerjasama yang baik antara atasan dengan bawahan dan bawa11an dengan 

atasan dalam koridor penyelesaian tugas kedinasan". 

Disini jelas bagi kita PNS pada dasarnya digaji, masyarakat sebagai 

"penggaji" tentu ingin melihat kinerja terhadap orang-orang yang digaji oleh 

masyarakat secara lebih baik dimana profesionalitas PNS menjadi acuan dan 

secara profesional berada dalam lingkup tata kerja yang dapat dinilai dengan 

kerja yang dilakukan. 

Secara perundang-undangan sebagaimana hasil wawancara kami 

dengan Sekretaris DPR Aceh, (Hamid Zein) tanggal 24 Juli 2014 

menyebutkan bahwa : 

Pada dasarnya pelaksanaan tugas-tugas kedinasan pada sekretariat 
DPR Aceh ini secara historis mengandung makna dari dua kekuasaan, 
dimana secara teknis operasional berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Pimpinan DPR Aceh dan secara taktis 
administratif bertanggung jawab kepada Gubemur melalui Sekretaris 
Daerah. 

Lebih lanjut tugas-tugas yang diemban merupakan tugas daerah yang 

berada dalam tanggungjawab kesekretariatan DPR Aceh sehingga dalam 
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wawancara kami dengan Sekretaris DPR Aceh, (Hamid Zein) tanggal 24 Juli 

2014 menyebutkan bahwa : 

Dalam batas-batas tertentu selak:u Sekretaris DPR Aceh semaksimal 
mungkin selalu mengimbangi posisi tugas kesekreta1iatan agar 
mampu menjaga keseimbangan antara jabatan exsekutif dengan tugas
tugas legislatif dengan metoda menjembatani kegiatan pemerintahan, 
pembangunan dan sisial kemasyarakatan sesuai beban tugas yang 
emban baik bersifat informasi, komurukasi maupun koordinasi dengan 
dalam upaya singkronisasi persepsi diantara kedua lembaga ini 
terhadap permasalahan daerah dan kebijakan daerah. 

Lebih lanjut beliau sebagaimana basil wawancara lanjutan kami 

dengan Sekretaris DPR Aceh, (Hamid Zein) tanggal 24 Juli 2014 

menyebutkan bahwa : 

Dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan selaku satuan kerja 
perangkat aceh yang berada dibawah kepala daerah melakukan 
pembinaan Pegawai Negeri Sipil diarahkan nntuk menjamin 
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara 
berdayguna dan berhasilguna, dengan sasaran yang ingin dicapai agar 
melaksanakan tugas yang didasarkan system karier dan sitem prestasi 
kerja. Akan tetapi secara nasional juga mewujudkan masyarakat 
madani yang taat hukum, berperadaban modem, dernokratis dan 
bennoral tinggi dalam rnenjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan 
penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. 

Wawancara kami dengan Kepala Bagian Urnmn Sekretariat DPR 

Aceh, (Romi) tanggal 04 Agustus 2014 rnenguraikan bahwa: 

Kami menyampaian pendapat ini didasarkan pada Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan 
Aceh, terutama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 108 ayat ( 1) dan 
ayat (2) bahwa: 
1. Sekretariat DPRA dipimpin oleh Sekretaris DPRA 
2. Sekretaris DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diangkat 

dan diberhentikan oleh Gubemur setelah berkonsultasi dengan 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Sekretariat DPRA 
memptmyai kedudukan yang strategis yaitu mernbantu DPRA 
dalarn menjalankan tugas dan kewenangan sehari-hari. 
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Selanjutnya wawancara dengan Sekretaris DPR Aceh (Hamid Zein) 

Sekretariat DPR Aceh, (Mahyar) tanggal 24 Juli 2014 menyebutkan bahwa 

Pemberlakuan pelaksanaan tugas sekretans DPR Aceh telah diatur dalam 

pasal l 08 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dengan rincian 

disebutkan bahwa : 

a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPR Aceh; 
b. Menyusun rencana anggaran Sekretariat DPRA dan 

menyelenggarakan administrasi keuangan ; 
c. Melakukan pengelolaan dan administrasi anggaran belanja 

DPRA; 
d. Mendukung pemberlakuan tugas dan fungsi DPRA ; dan 
e. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang 

diperlukan oleh DPRA dalam melaksanakan ftmgsinya sesuai 
dengan kemampuan keuangan daerah. 

Secara otodidak kita melihat tugas-tugas kesekretariatan dilaksanakan 

berdasarkan Undang-undang l l Tahun 2006 namun menurut pengamatan 

dilapangan dalam penyelenggaraan tugas-tugas lanjutan yang sudah diatur 

dalam disamping Undang-undang 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh 

juga ditemui aturan lain dalam pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan DPR 

Aceh yang didasari Qanun Nomor Nomor 12 Tahun 2013 tentang perubahan 

Qanun Nomor 04 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRA yang dijabarkan kedalam Peraturan 

Gubemur Aceh Nomor l 5 Tahun 2007 Tentang Pembagian tugas Jabatan 

struktural dan dan Fungsional, akan tetapi penegasam1ya dalam Qanun 

Nomor 04 Tahun 2007 dalam Pasal 8 ayat ( 1) dan (2) menyebutkan bahwa: 

1. Sekretariat DPRA adalah unsur pelayanan terhadap DPRA; dan 
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2. Sekretariat DPRA dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRA yang 
secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab 
kepada Pirnpinan DPRA dan secara administratif bertanggung jawab 
kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah. 

Sesuai dengan Tugas dan fungsi seperti tersebut dalam pasal 11 

Qanun Nomor 4 tahun 2007, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, terdiri 

dari: 

1. Bagian Umurn; 
2. Bagian Persidangan dan Risalah; 
3. Bagian Keuangan; dan 
4. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat. 

Masing-rnasing Bagian dipirnpin oleh seorang Kepala Bagian 
setingkat eselonoring III/a yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Sekretaris DPRA dan masing-masing Bagian dibantu 
oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub. Bagian setingkat eselenoring IV/a 
beserta unsur staf masing-masing. 

Untuk lebih jelasnya Susunan Organisasi Sekretariat DPRA sesuai 

dengan pasal 7 Qanun Nomor 4 tahun 2007 Jo Qanun Nomor 12 Tahun 2012 

menguraikan sebagai berikut: 

1. Bagian Umum terdiri atas : 
a. Sub Bagian Tata Usaha; 
a. Sub Bagian Rumah Tangga; 
b. Sub Bagian Perlengkapan; 

2. Bagian Persidangan dan Risalah terdiri dari : 
a Sub Bagian Persidangan; 
b. Sub Bagian Risalah; 
c. Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga; 

3. Bagi an Keuangan terdiri dari : 
a. Sub Bagian Anggaran; 
b. Sub Bagian Verifikasi; 
c. Sub Bagian Perbendaharaan; 

4 Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri dari : 
a. Sub Bagian Hukum; 
b. Sub Bagian Hubungan Masyarakat: 

42677.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



73 

c. Sub Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi. 

Pengamatan dilapangan melihat bahwa, mengingat struktur organisasi 

Sekretariat DPR Aceh merupakan organisasi staf yang melaksanakan 

kegiatan penunjang organisasi, dalam arti memberikan bantuan pelayanan 

dalam bentuk pemikiran, ide atau gagasan (think tank) yang merupakan 

advisory staff dan bantuan pelayanan administrasi (service stajj) yang 

merupakan ancillary staff untuk menwnbuhkan organsias1 dan 

keberlangsungan organisasi. Dengan demikian sasaran yang diinginkan 

terhadap strnktur organisasi ini semata-mata dengan prinsip untuk memberi 

arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang 

efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah 

masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan 

simplelisasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah dan antar 

daerah dengan daerah. 

Dalam perjalanan pemberlakuan tugas-tugas kesekretariatan ini untuk 

jelasnya wawancara dengan Kepala Bagian Hukum dan Hurnas Sekretariat 

DPR Aceh (Mahyar) tanggal 04 Agustus 2014, menguraikan bahwa: 

Sebelumnya Saya Mohon maaf bahwa, seluruh kegiatan yang 
dilaksanakan Sekretariat DPR Aceh maupun organisasi pemerintahan 
di Provinsi Aceh (dinas/lembaga dan badan) didasarkan aturan dasar 
berupa (Peratuiran Pemerintah, Qanun) sebagai pedoman guna 
melegalkan pelaksanaan perencanaan, pengadministrasian, tatanan 
kebutuhan, terstrnktur/terukur bertanggungjawab dan dilakukann 
pengawasan. 
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Wawancara lanjutan dengan Kepala Bagian Hukum dan Humas 

Sekretariat DPR Aceh (Mahyar) tanggal 04 Agustus 2014, menguraikan 

bahwa: 

Secara khusus kegiatan administrasi yang dilaksanakan dalam upaya 
mendukung kelancaran tugas-tugas kedewanan tetap mempedomani 
tatanan hukum yang berlaku namtm kebijakan tergantung aktor 
pengambilan keputusan agar tugas itu berjalan dengan sempuma 
sebagai harapan organisasi. 

Beliau menambah penjelasan dalam wawancara dengan Kepala 

Bagian Hukum dan Hwnas Sekretariat DPR Aceh (Mahyar) tanggal 04 

Agustus 2014, menguraikan bahwa: 

Dalam upaya penguasaan tugas, pemerintah berinisiatif membuat garis 
komando terhadap pembagian tugas-tugas yang disesuaikan dengan 
struktur organisasi Sekretariat DPR Aceh dan terbagi habis dalam 
tugas pokok dan fungsi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 
Tahun 2007 Tanggal 23 Juli 2007 Tentang Organinasi Perangkat 
Daerah. Asumsi ini ini mengatur organisasi Sekretariat DPRA terdiri 
atas masing-masing 4 (empat) Bagian dan masing-masing Bagian 
terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian sehingga pada gilirannya secara 
normatife Sekretariat DPRA terdiri atas 4 ( empat) bagian dan 12 (dua 
belas) Sub Bagian. Sesuai Pasal 24 ayat (2) menyebutkan "Sekretariat 
DPRD terdiri dari paling banyak 4 ( empat) Bagian, dan masing
masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Sub Bagian". 

Selanjutnya Kepala Bagian Hukum dan Humas menambah penjelasan 

dalam wawancara dengan (Mahyar) tangga\ 08 Oktober 2012, sebagai berikut 

Sekretariat DPR Aceh dipimpim oleh seorang Sekretaris Dewan 
setingkat eselon Illa dan juga sudah memberlakukanjabatan strnktural 
sebanyak 4 (empat) Kepala Bagian setingkat eselon lll/a, dan 12 (dua 
belas) Kepala Sub Bagian setingkat eselon IV /a ditambah dengan 
jabatan fungsional Bendaharawan pengeluaran dan arsiparis. 
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Lebih lanjut penegasan Juga disampaikan sebagaimana hasil 

wawancara lanjutan kami dengan Sekretaris DPR Aceh, (Hamid Zein) 

tanggal 24 Juli 2014 menyebutkan bahwa: 

Untuk dapat diketahui bersama bahwa, penjabaran Qanun Aceh 
Nomor 12 Tahun 2012 Jo Qanun Aceh 04 Tahun 2007 Tanggal 5 
Oktober 2007 Tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat 
Daerah dan Sekretariat DPRA telah dijabarkan kedalam Peraturan 
Gubemur Aceh Nomor 15 Tahun 2008 Tanggal Tanggal 10 Maret 
2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan 
Struktural dilingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRA 
terutama dalam Bab IV Sekretariat D PRA diuraikan Pasal 180 ayat (I) 
dan (2) menyebutkan bahwa: 
(1) Sekretariat DPRA adalah unsur pelayan terhadap DPRA; dan 
(2) Sekretariat DPRA dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRA yang 

secara teknis operasional berada dibawah dan bertangguingjawab 
kepada Pimpinan DPRA dan secara Administratif 
bertanggungjawab kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah. 

Dalam penyelenggaraan fungsinya Sekretaris Dewan Perwakilan 

Rakyat Aceh membagi habis beban tugas menurut job description sesuai 

kewenangan yang dimiliki agar protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Aceh dapat berjalan dengan baik dengan upaya 

sebagaimana hasil wawancara lanjutan kami dengan Sekretaris DPR Aceh, 

(Hamid Zein) tanggal 24 Juli 2014 menyebutkan bahwa : 

Dalam melaksanakan tugas kewenangan yang dimiliki Sekretaris DPR 
Aceh selalu melaksanakan koordinasi, intergrasi dan singkronisasi 
terhadap penyelenggaraan tugas kesekretariatan pada DPR Aceh baik 
bersifat rencana kerja, menelaah atau mengkaji terhadap kebutuhan 
DPR Acehnya, maupun kebutuhan Sekretariat DPR Aceh itu sendiri, 
hal ini tidak terlepas dalam mengkoordinasikan penyiapan perumusan 
kebijakan Pimpinan DPRA semisal pembentukan Pansus dalam 
rangka peninjauan lapangan, atau rapat komisi, surat keputusan 
pimpinan dan keputusan DPR Aceh". 
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Dalam wawancara dengan salah seorang staf Bagian Kepegawaian 

dan tata usaha Sekretariat DPR Aceh (Malia) tanggal 25 Juli 2014 

menyebutkan bahwa : 

Pemberlakuan tugas-tugas selalu diawasi melalui pengawasan melekat 
dari masing-masing bagian dan jenjang hirarkhi atau oleh atasanya 
masing-masing terutama disiplin pegawai negeri sipil yang mengacu 
pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menyangkut 
kehadiran (alpa, sakit, izin, dinas manpun cuti), karena hal akan 
mempengaruhi keberadaan tunjangan prestasi kerja pegawai yang 
bersangkutan. 

Berbicara peningkatan kinerja oleh Sekretariat dewan sebenamya 

tidak terlepas <la.ii kemampuan mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dalam 

tubuh kesekretariat dewan itu dapat terlaksana dengan baik dai1 mencapai 

sasaran organ1sas1. Dalam wawancara dengan dengan Kasubbag 

Kepegawaian dan tata Usaha Sekretariat DPR Aceh, (Saifullah) tanggal 04 

Agustus 2014, menyebutkan bahwa: 

Kemampuan kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) dalam 
menggerakkan manajemen kepegawaian dan meningkatkan kinerja 
merupakan keselmuhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, 
efektifitas dan derajad profesionalisme penyelenggara tugas, fungsi 
dan kewajiban pegawai yang meliputi Perencanaan, Pengembangan, 
Kualitas, Penempatan, Promosi, Penggajian, Kesejahteraan, dan 
Pemberhentian. 

Secara Manajerial dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2007 Jo Qanw1 

Nomor 12 Tahun 2012 pada sekretariat DPR Aceh dipimpin oleh seorang 

Sekretaris DPR Aceh adalal1 jabatan karier pegawai negeri sipil sehingga 

dalam pengusulan pengangkatan dan pemberhentiaimya mengikuti ketentuan 

peraturan perundai1g-undangan bidang kepegawaian. Dalam pengusulan 
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pengangkatannya, gubernur mengajukan 3 (tiga) orang calon kepada 

Pimpinan DPR Aceh untuk mendapat persetujuan dengan mernperhatikan 

jenjang kepangkatan, kemampuan dan pengalaman. Dengan demikian 

peningkatan disiplin pegawai negeri sipil pada Sekretarat DPR Aceh sudah 

dapat dilaksanakan dengan baik dengan mempedomani aturan perundang

undangan yang berlaku untuk itu. 

C. Penerapan Kebijakan Disiplin 

a. Meningkatkan disiplin kerja 

Pegawai Negeri selaku unsur apartaur kedisplinan kerja hams 

menjadi acuan hidupnya, baik tuntutan masyarakat akan pelayanan 

yang semakin tinggi membutuhkan aparatur yang bersih, berwibawa 

dan berdisiplin tinggi dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan yang 

embannya sesuai tugas pokok dan fungsi. Kedudukan PNS dalam tugas 

seharian mereka harus berpacu dengan waktu dan mampu 

mengendalikan diri sehingga mampu menyeiramakan dengan suasana 

kerja yang berjalan diri sehingga mampu menyeiramakan dengan 

suasana kerja yang berjalan dan menciptakan kehannonisan kerja pada 

satuan kerja perangkat daerah. namun masih ditemui ada pelanggaran 

disiplin di banyak instansi dengan berbagai cara. 

Secara etimologi disiplin berasal dari kata latin disc1pulus yang 

berarti siswa atau murid. Akan tetapi ditinjau dari psikologis dan 

pendidikan, kata ini berhubungan dengan perkembangan, latihan fisik 
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dan mental serta kapasitas moral anak melalui pengajaran dan praktek. 

Oleh karenanya kata ini juga berarti hukuman atau latihan yang 

membetulkan serta control yang memperkuat keta'atan, namun dengan 

kata lain bahwa "dari kata yang sama adalah seseorang yang mengikuti 

pemimpin" 

Menurut hemat kami, wawancara dengan Kasubbag 

Kepegawaian dan tata Usaha Sekretariat DPR Aceh, (Saifullah) tanggal 

04 Agustus 2014, menyebutkan bahwa: 

Mohon maaf sebelumnya bahwa, selama saya ditempatkan pada 
jabatan ini secara kebijakan manajemen pegawai negeri sipil 
baik itu berupa nonna, standar, prosedur, fonnasi, 
pengangkatan, pengembangan kualitas sumber daya pegawai 
negeri sipil, pemindahan, gaji, tunjangan, kesejateraan, 
pemberhentian hak, kewajiban dan kedudukan hukum. 

Hal senada juga diungkapkan kembali dalam wawancara dengan 

Kepala Bagian Hukum dan Humas Sekretariat DPR Aceh (Mahyar) 

tanggal 04 Agustus 2014, menyebutkan bahwa : 

Benar adanya penerapan disiplin ini dilaksanakan pada 
Sekretaiiat DPR Aceh sekaligus mengacu pada acuan 
pelaksanaan tugas yaitu ''Sekretariat DPR Aceh memiliki acuan 
tugas kesekretariatan dalam memberi pelayanan kepada 
Pimpinan dan Anggota DPR Aceh" disatu sisi menggunakan 
peraturan perundang-undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun 
Nomor 4 Talnm 2007 dan peraturan gubemur Nomor 15 Tahun 
2008, naimm tidak terlepas dari acuan dasar Peraturan 
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. 

Selanjutnya wawancara dengan Kepala Bagian Hukum dan 

Humas Sekretariat DPR Aceh (Mahyar) tanggal 04 Agustus 2014, 

menyebutkan bahwa : 
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Sesuai pasal 11 Qanun Nomor 04 Tahun 2007 disebutkan bahwa 
"Untuk menyelenggarakan tugas-tugas kesekretariatan 
sebagaimana dimaksud pasal 10 Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Aceh menyelenggarakan Fungsi: 
a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRA; 
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRA; 
c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRA; dan 
d. Penyediaan dan pengorganisasian tenaga ahli yang 

diperlukan oleh DPRA. 

Wawancara lanjutan dengan Kasubbag Kepegawaian dan tata 

Usaha Sekretariat DPR Aceh, (Saifullah) tanggal 04 Agustus 2014, 

menyebutkan bahwa : 

Secara khusus penerapan disiplin pegawai negeri sipil pada 
Sekretariat DPR Aceh sudah dilaksanakan dengan mengacu 
pada aturan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
tentang disiplin pegawai negeri sipil pada pelanggaran terhadap 
kewajiban (hukuman ringan) Pasal 3 angka 11 berupa 
''penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi 
PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 
(enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja'' 

Dalam meningkatkan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil 

berkedudukan sebagai unsur Aparatur Negara yang bertugas untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur 

adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara. Tugas Negara 

disini mernpakan agar setiap pegawai dapat memberikan pelayanan 

terbaik kepada masyarakat sehingga Menteri Pemberdayaan Aparatur 

Negara telah menetapkan panduan melalui keputusan Nomor 

63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umurn Penyelengaraan 

Pelayanan Publik yang diartikan segala kpelayanan yang dilaksanakan 

oleh penyelengara pelayanan publik merupakan upaya pernenuhan 
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kebutuhan penenma pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Bagi aparatur pemerintah, disiplin mencukup unsur-unsur 

keta'atan, kesetiaan, kesungguhan menjalankan tugas dan kesanggupan 

berkorban, dalam artian bahwa sanggup melaksanakan tugas yang 

dibebankan dengan penuh tanggungjawab dan rela mengorbankan 

waktu, pikiran, dan tenaga. Secara tegas peningkatan disiplin harus 

rnengorbankan pribadi dan golongan untuk kepentingan negara dan 

masyarakat. Dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo 

Undang-undang Nornor 43 Talmn 1999 disebutkan "Dengan tidak 

rnengurangi ketenhtan dalarn perahtran perundang-undangan pidana, 

maka untuk rnenjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas 

diadakan Peraturan Displin Pegawai Negeri Sipil" 

Keberadaan pegawai Sekretariat DPR Aceh dalam peningkatan 

disiplin secara tidak langsung rneningkatkan kinerja pegawai, dalam 

wawancara kami dengan Sekretaris DPR Aceh, (Hamid Zein) tanggal 

24 Juli 2014 menyebutkan bahwa: 

a. Kedudukan Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPR Aceh sebagai 
abdi Negara dan abdi masyarakat,m oleh karenanya Pegawai 
Negeri Sipil di Aceh merupakan satu kesatuan manajemen 
Pegawai Negeri Sipil secara nasional; 

a. Secara manajerial Pegawai Negeri Sipil Aceh sama perannya 
dengan pegawai negeri sipil nasional ( fonnasi, pengadaan, 
pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan, 
pensinan, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban, 
kedudukan hokum, pengembangan kompetensi dan pen 
gendalian jmnlah; 

42677.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



81 

b. Pengelolaan manajemen pegawai negeri sipil dapat diserahkan 
pem berlakuannya kepada Pemerintah Aceh; 

c. Gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil di daerah (Provinsi) 
dibebankan pada APBA yang bersumber dari alokasi dasar 
dalam Dana Alokasi Umum (DAU). 

Kecendernngan meningkatkan disiplin kerja oleh Sekretariat DPR 

Aceh sebenar tidak jauh bedanya dengan instansi lain namun lebih bersifat 

bantuan administrasi kesekretariatan kepada DPR Aceh sehingga untuk 

memungkinkan twnbuhnya organisasi (to keep the organization growing) 

dan agar supaya organisasi dapat berkelangsungan (to keep the 

organization going), ha! penting lain siagian (1996: 106) dalam bantuan 

administrasi ini agar informasi yang disampaikan unsur staf dalam 

tindakannya dapat dikatagorikan sebagai staf paripurna : 

I. Objektif; 

2. Lengkap; 

3. Tel ah d ikoordinasikan dengan staf dan atau unit-unit lain ; 

4. Disajikan tepat pada waktunya. 

b. Pelayanan Staf 

Ada bebarapa cara lain yang dapat digunakan untuk menstimulus 

dan mengoptimalkan kinerja PNS sebagaimana diterapkan di negara-

negara maju dimana PNS menerapkan sistem gaji berbasis kinerja, dengan 

demikian membuat rangsangan bagi PNS akan bekerja lebih tekun, serius 

dan amanah terhadap tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Sehingga 

penerapan ini berdampak juga pada penerapan disiplin kerja karena sistem 
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gaji berbasi kinerja membuat PNS serius dan mengoptimalkan potensi 

individu masing agar kesuksesan pekerjaan dapat tercapai tepat sasaran 

dan tapat waktu. Contoh Korea Selatan menerapkan income berbasis 

produktifitas, sehingga tim PNS-nya semangat menyelesaikan target 

pekerjaan, dan jika giat menyelesaikan target akan akan memperoleh 

bonus. 

Dalam wawancara dengan Wakil Ketua DPR Aceh (Sulaiman 

Abda) Tanggal 25 Juli 2014 menyebutkan sebagai berikut: 

Dalam rangka pelayanan kerja pada Sekretariat DPR Aceh ini kami 
selaku pimpinan dewan tetap memberi motivasi kepada seluruh 
pegawai agar pelayanan kerja itu di laksanakan dengan baik sesuai 
dengan peraturan yang berlaku baik itu bersifat Peraturan 
Pemerintah, SE BKN, Peraturan Gubernur Aceh maupun 
Keputusan Gubernur seperti jam kerja dan pemberian tunjangan 
prestasi kerja bagi Pegawai Negeri Sipil, memang sangat berfariasi 
dalam meningkatkan disiplin ini, artinya Sekretariat DPR Aceh 
selaku unsur staf yang rnemberikan pelayanan kepada DPR Aceh 
bukanlah bersifat absolut akan tetapi lebih berorientasi pada 
pelayanan administrasi dalam upaya menyelesaikan tugas-tugas 
dewan Memang kita menyadari yang nama pelayanan tidak pemah 
berhasil sepenuhnya kepada setiap orang .a.tau individu organisasi 
khususnya Pimpinan dan Anggota DPR Aceh. 

Beliau Wakil Ketua DPR Aceh (Sulaiman Abda) Tanggal 25 Juli 

2014 menarnbahkan dalam wa wancaranya dengan menyebutkan sebagai 

berikut: 

Dalam pengertian sernpit pelayanan ini bersifat abstrak namun 
secara luas pelayanan adalah kemampuan rneningkatkan disiplin 
kerja yang secara otomatis meningkatkan kinerja, etos kerja, 
motivasi kerja, profesionalisme kerja. Dalam pelayanan kerja ini 
juga diartikan sebagai tindakan seseorang yang diberikan layanan 
kepada orang lain dengan ketulusan agar melahirkan kesan 
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memberi kepuasaan dan atau didasari atas peraturan perundang
undangan yang berlaku. 

Selanjutnya ditambahkan Wakil Ketua DPR Aceh (Sulaiman Abda) 

Tanggal 25 Juli 2014 rnenambahkan dalam wawancaranya dengan 

menyebutkan: 

Dengan demikian menurut pandangan saya meningkatkan disiplin 
kerja sebagai unsur staf pada Sekretariat DPR Aceh antara lain : 
l. Kemampuan seseorang pegawai negeri sipil yang bekerja pada 

lembaga politik menta'ati kewajiban dalam pelaksanaan tugas 
yang merupakan tangt,'l.mgjawabnya. Contoh kehadiran tepat 
waktu dalam pelayanan administrasi itu diberikan dan 
penerimaan layanan yang diterima; 

2. Sebagai lembaga pelayanan publik DPR Aceh perlu diberikan 
pelayanan prima, namun tergantung kepuasan Dewan itu sendiri 
untuk menilai terhadap pelayanan yang diberikan dalam upaya 
meningkatkan disiplin kerja; 

3. Pimpinan dan Anggota Dewan hendak memahami sejauhmana 
disiplin kerja itu dapat diberikan, karena seluruh kedisiplinan 
itu bersifat pemberian pelayanan yang tepat waktu sesuai aturan 
mamnya; 

Dalam wawancara kami dengan Sekretaris DPR Aceh, (Hamid 

Zein) tanggal 24 Juli 2014 menyebutkan bahwa: 

l. Untuk dipahami bersama bahwa Pegawai Sekretariat DPR Aceh 
dari setiap eselonering dan unsur staf secara wnum dapat 
meningkatkan disiplin kerja dibuktikan dengan tingkat 
kehadiran, mengikuti apel, melaksanakan tugas rutin dan 
memberikan konstribusi pelayanan namun pegawai disini 
bukanlah berkedudukan sebagai pelayan akan tetapi memberi 
pelayanan dengan menyiapkan berbagai tugas administasi dan 
tugas operasional dewan; 

2. Pelayanan sekretariat DPR Aceh selaku unsur staf dalam 
peningkatan kinerja yang diberikan sangat tergantung pada 
kewenangan yang diberikan oleh suatu aturan dan mekanisme 
kerja kesekretaiiatan terutama mengacu pada Qanun Aceh 
nomor 4 Tahun 2007 tanggal 5 Oktober 2007 Tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat daerah dan Sekretariat 
DPR Aceh dan Peraturan Gubemur Aceh nomor 15 Tahun 2008. 
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Dalam meningkatkan kinerja pegawai Sekretariat DPR Aceh pada 

hakekatnya fungsi fungsi staf itu untuk mendukung kegiatan manajemen 

dan bertugas untuk membuat para pimpinan lini (mereka yang melakukan 

tugas operasional) menjadi pimpinan yang lebih efektif. Staf bergerak 

dalam bidang peningkatan kemampuan kerja, sekaligus memberi 

pelayanan dan bantuan kepada pimpinan dalam upaya meningkatkan 

produktifitas organisasi sebagai keseluruhan. 

Wawancara dengan Kasubbag Kepegawaian dan Tata Usaha pada 

Sekretariat DPR Aceh (Saifullah) tanggal 04 Agustus 2014 menyebutkan 

sebagai berikut. 

Menurut saya staf dalam organisasi adalah mereka yang membantu 
pimpinan organisasi, baik dalam kedudukannya selaku pimpinan 
unit lini (mereka yang melakukan tugas operasional) yang lebih 
rendah maupun staf pembantu yang memainkan peranan selaku 
pemberi nasehat, serta staf pembantu yang bertanggungjawab atas 
terlaksananya kegiatan-kegiatan pemmjang dalam organisasi'' 
Namun dalam halnya Sekretaris DPR Aceh lebih berorintasi pada 
sifat kerja pelayanan dalam arti memberi pelayanan administrasi 
dan opersional dalam mendukung kelancaran tugas-tugas 
kedewanan didukung oleh seluruh unsur staf. 

Ketegasan lain juga ditemui dalamm observasi peneliti dalam 

peraturan perundang-undangan, Sekretariat DPR Aceh dengan keberadaan 

lembaga DPR Aceh dijelaskan pasal 123 Undang-undang Nomor 32 

Tahun 2004 menyebutkan bahwa ''Sekretariat DPRD dipimpin oleh 

Sekretaris DPRD'', "Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh 

Gubemur /Bupati/ Walikota", "Sekretaris DPRD dalam melaksanakan 

tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan be1tanggungjawab 
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kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab 

kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah" 

Susunan organisasi Sekretariat DPRD ditetapkan dalam Peraturan 

Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. (Peraturan 

Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 Tanggal 23 Juli 2007 Tentang 

Organisasi Perangkat Daerah dan Qanun Aceh nomor 4 Tahun 2007 

tanggal 5 Oktober 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat daerah dan Sekretariat DPR Aceh dan Peraturan Gubemur 

Aceh Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pembagian Tugas Jabatan 

Struktural dan fungsionaL 

Adapun pegawai yang melanggar disiplin sesuai Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil 

pada pelanggaran terhadap kewajiban (hukuman ringan) Pasal 3 angka 11 

berupa ''Pemmdaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS 

yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 ( enam be las) 

sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja, namun yang batasan itu telah 

ditegur secara lisan dan tulisan pada Sekretariat DPR Aceh talum 2014 

Namun sebagaimana wawancara dengan Kasubbag Kepegawaian 

dan Tata Usalrn pada Sekretariat DPR Aceh (Saifullah) tanggal 04 Agustus 

2014 menyebutkan sebagai berikut: 

1. Mujammali teguran tertulis, Tidak masuk kantor lebih 5 (lima) 
hari dan hari pertama setelah hari raya (sanksi potong TPK); 

2. Jamahur teguran tertulis, Tidak masuk kantor lebih 5 (lima) hari 
dan hari pertama setelah hari raya (sanksi potong TPK); 
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3. Reza teguran lisan, tidak masttk kantor lebih dari 5 (lima) hari; 
4. Munazir teguran lisan, tidak masuk kantor lebih dari 5 (lima) hari; 

Dengan adanya sistematika pekerjaan yang dilakukan dari masing-

mas1mg PNS maka penilaian lebih realitas dilakukan, dengan 

meningkatkan disiplin misalnya selama ini tidak masuk kerja tapi sekarang 

masuk kerja berarti ada peningkatan disiplin sehirlgga penilaian kerja 

dapat dinilai. Penilaian kinerja PNS merupakan penilaian yang dilakukan 

secara priodik dimana pelaksanaan pekerjaan seorang PNS dengann 

indikator hasil sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan baik 

dilakukan untuk pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, 

pendidikan dan pelatihan serta pemberian penghargaan. 

Wawancara dengan Kasubbag Kepegawaian dan Tata Usaha pada 

Sekretariat DPR Aceh (Saifullah) tanggal 04 Agustus 2014 menyebutkan 

sebagai berikut. 

Dalam hubungan ini pemerintah mencari solusi bagi PNS untuk 
mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari refonnasi 
birokrasi, sehingga nantinya perlu ditetapkan PNS ini dalam wadah 
Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban 
mengelolan dan mengemban dirinya dan mempertanggung 
jawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dala.m 
pelaksanaan menajemen aparatur si;pil negara. Asumsi ini 
ditawarkan karena aparatur sipil negara adalah profesi bagi PNS 
dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 
instansi pemerintah. 

Dalam penerapan disipilin kerja merupakan modal yang penting 

dan dimiliki oleh aparatur negara dan memiliki peran penting dalam 

menentukan keberhasilan penyelenggara pemerintahan. Sosok PNS 
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sebenamya mampu memainkan peran penting negara yang memiliki 

kompetensi yang di indikasikan pada sikap, disiplin tinggi, kinerja yang 

baik serta sikap dan prilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan keta'atan 

kepada negara, bermoral dan bennental baik, profesional, sadar akan 

tanggungjawab sebagai pelayan publik serta mampu menjadi perekat 

persatuan dan kesatuan bangsa dibawah naungan payung Korps Pegawai 

Republik Indonesia (KORPRI) 

b. Prof esionalisme Kerja 

Pada dasamya Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik 

Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat 

yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi 

tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Untuk perlu dice1mati bahwa dalam Pasal 2 ayat 2 Undang 

Nomor 43 Talmn 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 

Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian menyebutkan bal1wa 

"Pegawai Negeri dibagi atas Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri 

Sipil Daerah" sedangkan penjelasan sebagaimana acuan hukum perundang-

undangan nyang berlaku maka wawancara dengan Kasubbag Kepegawaian 

dan Tata Usaha pada Sekretariat DPR Aceh (Saifullal1) tanggal 04 Agustus 

2014 menyebutkan sebagai berikut : 

a. Yang dimaksud dengan Pegawai Nege1i Sipil Pusat adalah 
Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bekerja pada 
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Departemen, Lembaga Pemerintah non-Departemen, 
Kesekretariatan Lembaga Tertinggi Negara/Tinggi Negara, 
Instansi V ertikal di Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, 
Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk 
penyelenggarakan nigas negara lainnya; 

b. Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah 
Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang 
gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah ( APBD) dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau 
dipekerjakan diluar instansi induknya. 

Seyogyanya profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai 

Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan diluar instansi induk, gajinya 

dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan. Sedangkan pegawai 

tidak tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka wakn1 tertentu guna 

melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis 

profesional dan administrassi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 

organisasi, tegasnya adalah pegawai tidak tetap tidak berkedudukan sebagai 

. . 
pegawa1 negen. 

Penilaian profesionalisme PNS berdasarkan kemampuan yang dimiliki 

dalam menyelesaikan suatu beban pekerjaan, namun Siagian dalam Purwanto 

(2007: 22) menyatakan bahwa penilaian prestasi kerja adalah "suatu 

pendekatan dalam melakukan penilaian prestasi kerja para pegawai dimana 

terdapat berbagai faktor seperti: 

d. Faktor kelemahan dan kekurangan; 

e. Faktor realistic dan obyektif; 

f. Hasil penilaian mengandung tmsure nilai positif dan kesempatan untuk 

memahami; 
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g. Faktor dokumentasi dan arsip kepegawaian; 

h. Merupakan bahan pertimbangan dalam setiap keputusan yang diambil 

menyangkut kepegawaian. 

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme kerja pegawa1 

Sektretariat DPR Aceh dikendalikan oleh masing-masing Bagian dipimpin 

oleh seorang Kepala Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Sekretaris DPR Aceh dan masing-masing Bagian dibantu oleh 3 (tiga) orang 

Kepala Sub. Bagian beserta unsur staf masing-masing yaitu: 

1. PNS yang menduduki eselonering 

• Eselon II/a 1 orang 

• Eselon III/a 4 orang 

• Eselon IV/a 12 orang 

Jumlah 17 orang 

2. PNS menurut Golongan Ruang : 

• IV/d orang 

• IV/b 2 orang 

• IV/a 5 orang 

• III/d 20 orang 

• III/c 1 I orang 

• III/b 35 orang 

• III/a 60 orang 

• Il/d 6 orang 
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• We 7 orang 

• II/b 13 orang 

• IVa 17 orang 

Jumlah 177 orang 

3. PNS menurut jenjang pendidikan : 

• SMA Sederajat 40 orang 

• Diploma 3 13 orang 

• Sarjana 110 orang 

• Pasca Sadana 14 orang 

Jumlah 177 orang 

4. PNS menurut jenis kelamio : 

• Laki-laki 123 orang 

• Perempuan 54 orang 

Jmnlah 177 orang 

• Tenaga kontrak 187 orang*(tidak berlaku pen era pan 

disiplin) 

Bila dilihat profesionalisme pegawai negeri sipil dari porsi organisasi 

merupakan alat untuk mencapai tujuan, oleh sebab itu organisasi harus selalu 

disesuaikan dengan perkembangan tugas pokok. Dalam hal ini tugas pokk 

dapat berkembang dari waktu kewaktu, maka jumlah pegawai negeri sipil 

yang diperlukan haruslah disesuaikan dengan jumlah perkembangan tugas 

pokok_ Bila dilihat dari komposisi PNS yang tersedia pada Sekretariat ORR 

Aceh mampu menyelcsaikan intensitas pekerjaan yang ada pada Sekretariat 
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DPR Aceh dan lembaga DPR Aceh karena jumlah yang dilayani secara 

administrasi 69 (enam puluh sembilan) orang berbanding rata 2 (dua) orang, 

bila ditambah tenaga kontrak sejumlah 187 orang untuk rnembantu 1 (satu) 

orang anggota dewan berarti berbanding 1 : 5 artinya satu anggota dewan 

dibantu oleh 5 orang karyawan. Disinilah sangat perlu kebijakan untuk tidak 

lagi diangkat tenaga kontrak sejumlah 187 orang dalarn menyelesaikan 

administrasi, Namun dalam faktor yang mempengaruhi formasi adalah jenis, 

sifat dan bebanm kerja yang dibebankan pada organisasi, jenjang pangkat dan 

jabatan yang tersedia serta prinsip pelaksanaan pekerjaan dan alat yang 

tersedia. 

Menurut wawancara dengan Kasubbag Kepegawaian dan Tata Usaha 

pada Sekretariat DPR Aceh (Saifullah) tanggal 04 Agustus 2014 

menyebutkan sebagai berikut "penilaian ialah suatu proses mengestimasi atau 

menetapkan nilai, penampilan, kualitas a.tau status dari bebarapa pnyek, orang 

atau benda" 

Sejalan dengan perkembangan dan pertmnbuhan Pegawai Negeri Sipil 

dalam kajian tesis ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kedudukan 

selaku aparatur negara dalam konstelasi pemerintahan dan pembangunan 

kenegaraan di Indonesia. Sebab sebagaimana diketahui, aparatur negara 

selaku pegawai negeri sipil dalam suatu negara selain rnengemban fungsi 

Negara, juga menyelenggarakan fungsi kemasyarakatan selaku pelayan 

masyarakat dan bukan untuk dilayani oleh masyarakat. Oleh karena itu, 
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dengan mengkaji berbagai teori maka untuk meningkatkan profesionalisme 

baik penugasan maupun kesejahteraan Pegawai Negeri sebagaimana 

penegasan Undang-undang bahwa pegawai negeri berhak memperoleh gaji 

yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja dan tanggumng jawabnya. 

Untuk itu negara dan pemerintah wajib mengusahakan dan memberikan gaji 

yang adil sesuai standar yang layak kepada pegawai negeri. 

Sebagaimana wawancara dengan Kasubbag Kepegawaian dan Tata 

Usaha pada Sekretariat DPR Aceh (Saifullah) tanggal 04 Agustus 2014 

menyebutkan sebagai berikut : 

Di Indonesia, profesi sebagai PNS sangat diminati oleh banyak orang 
karena dari sekelompok orang dari berbagai daerah dan berbagai latar 
belakang pendidikan yang berbeda turnt serta ambil bagian dalam 
setiap penerimaan pegawai baru baik yang dilaksanakan oleh 
pemerintah, pemerintah daerah atau instansi vertikal yang ada 
didaerah tetap berupaya untuk menjadi peserta. 

Konon lagi saat ini terjadi perubahan sistem penenmaan dari 

penenmaan langsung beralih penenmaan melalui internet online baik 

penerkimaan sekaligus atau bertahap orang-orang akan berkompetisi untuk 

menjadi calon PNS sebagai seorang abdi negara, pemerintah dan abdi 

masyarakat. Ironinya bahwa honorariwn yang pemah diterima ditempat Jain 

bekerja yang terbilan cukup seolah-olah belum cukup dan belum mapan 

rasanya sehingga mungkin menjadi salah satu alasan utama banyak orang 

yang mendambakan profesi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil. Hal ini 

juga tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah juga memberikan peluang 

untuk menjadi pengabdi dan menyediakan dana cukup dalam APBN dengan 
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alasan pegawai-pegawai yang telah direkrnt sudah mencapai masa pensiun, 

berhenti, disersi, dipecat dan atau alasan-alasan lain sebagainya. 

Sebagai uraian lanjutan bahwa selakun pegawai negeri sipil ini diberi 

pendapatan berupa gaji tambahan penghasilan beriupa tunjangan prestgasi 

kerja. Dalam artian bahwa gaji adalah sebagai balas jasa dan penghargaan 

atas prestasi kerja pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Pada umwnnya 

sistem penggajian dapat digolongkan kedalam 2 (dua) sistem yaitu sistem 

skala tunggal dan sistem skala ganda: 

1. Sitem skala tunggal, adalah sistem penggajian yang memberikan Gaji 
kepada pegawai yang berpangkat sama dengan tidak atau kurang 
memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan dan beratnya tanggung 
jawab pekerjaannya ; 

2. Sistem skala ganda, adalal1 sistem penggajian yang menentukan besamya 
gaji bukan saja didasarkan pada pangkat, tetapi juga didasarkan pada sifat 
pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai, dan bertanggung 
jawab pekerjaannya. 

Selain kedua sistem penggaJian tersebut dikenal juga sistem 

penggajian ketiga yang disebut dengan sistem skala gabungan, yang 

mernpakan perpaduan antara sistem skala tunggal dan sistem skala ganda. 

Dalam sistem skala gabungan, baik gaji pokok ditentukan sama bagi 

pegawasi negeri yang berpangkat sama, disamping ini diberikan tunjangan 

kepada pegawai negeri yang memikul tanggung jawab yang lebih berat, 

prestasi yang tinggi atau melakukan pekerjaan tertentu yang sifatnya 

memerlukan pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga secara ten.is 

menerus serta upaya pemberdayaan dalam arti pemanfaatan smnber-sumber 

daya (maintaininK on input\) dalam rangka menunjang produktivitas atau 
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kinerja (performance). Dalam kaitan ini meningkatkan profesionalisrne 

diperlukan pandangan, Mc. Kinsey mengajukan teori 7-S yang melekat pada 

organisasi publik, yaitu stnicture, strategy, style (leadership), skill, staff 

shera value, dan system. 

Pegawai negeri sipil yang bekerja dalam suatu wadal1 organisasi atau 

unit kerja rnaka menelusuri teori organisasi, kita dapat memulainya dari 

pengertian yang dikemukakan oleh Waldo dalam Makmur (2008: 8) 

menyebutkan bal1wa bahwa "Organisasi adalah sebagai struktur hubungan 

kekuasaan dan kebiasaan orang-orang dalam suatu sistem administrasi". 

Narnun pendapat lain menurut definisi Weber dalam Makrnur (2008: 

8) menyebutkan bahwa: 

Organisasi adalah sekelompok orang yang terbiasa mematuhi perintah 
para pemimpinnya dan yang tertarik pada kelanjutan dominasi 
partisipasi mereka dan keuntungan yang dihasilkan, yang membagi 
diantara mereka praktek-praktek dari fungsi tersebut yang siap 
melayani untuk praktek mereka. 

Dalam wawancara kami dengan Sekretaris DPR Aceh, (Hamid Zein) 

tanggal 24 Juli 2014 menyebutkan bal1wa : 

Profesionalisme kerja terutama penilaian Pegawai Negeri Sipil 
berbasis kinerja dilaksanakan melalui pendekatan yang 
dikombinasikan dalam salah satu pendekatan yang disebut dengan 
pendekatan pencapaian tujuan/target, artinya kinerja Pegawai Negeri 
Sipil didasarkan pada target yang telah disepakati terlebih dahulu. 

Hal itu tidak terlalu jauh berbeda dengan difinisi yang diberikan oleh 

Wexwy and Yulk dalam Kasim, dalam Makmur (2008: 8) menyebutkan 

bahwa bahwa "Organisasi adalah suatu pola kerja sama antara orang-orang 
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yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan untuk 

mencapai tujuan tertentu". 

Sedangkan pemahaman Silverman dalam Makmur (2008: 11) 

menyebutkan bal1wa: 

Organisasi adalal1 lembaga sosial dengan ciri-ciri khusus, secara sadar 
dibentuk pada suatu waktu tertentu; para pendirinya mencanangkan 
tujuan yang hendak dicapai dan biasanya digunakan sebagai simbol 
legitimasi; terhadap hubungan antar anggota dan sumber kekuasaan 
formal ditentukan secara relatif jelas, walaupun seringkali pokok 
pembicaraan dan perencanaan diubah oleh para anggota-anggotanya 
yang membutuhkan koordinasi atau pengawasan. 

Dimasa akan datang menurut basil observasi peneliti di lapangan 

menggambarkan bahwa "dengan banyaknya kritikan masyarakat yang 

dilontarkan kepada PNS, maka semua kita mengharapkan adanya "solusi" 

yang dilakukan pemerintah agar mampu membenal1 diri (pengambil 

kebijakan dan atau penerima kebijakan) dimana para stockholders di negara 

ini "Malu" akan kinerja yang telah dilakukan belum berada pada tahap 

profesionalisme sehingga kondisi ini sangat memprihatinkan dan berupaya 

mengubal1 paradigma masyarakat yang terlanjur mem-black-list PNS kita". 

Dalam pada pe1jalanan sejarah kepegawaian yang merupakan 

organisasi maka, tujuan sebuah organisasi yang dibentuk adalah diupayakan 

melalui pembagian kerja, spesialisasi dan hubungan kerja yang hirarkis. 

Efesiensi dalam organisasi hanya dapat ditingkatkan apabila adanya 

penggerakan dan pengendahan terhadap partisipasi anggota organisasi. Oleh 
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karena itu, pemberian insentif secara ekonomi dalam memacu motivasi para 

anggota organisasi menjadi penting untuk diperhatikan. 

Dalam upaya peningkatan profesionalisme pegawai negeri sipil sedini 

mungkin harus mengikuti aturan sejakrekrutmen awal sebagaimana uraian 

Pasal 16 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian yaitu : 

1. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah mengisi fonnasi; 
2. Setiap warga negara yang memenuhi syarat- syarat yang 

ditentukan, mempunyai kesempatan yang sarna untuk melamar 
menjadi Pegawai Negeri Sipil; 

3. Apabila pelamar dimaksud dalam ayat (2) pasal ini diterima, maka 
ia harus melalui masa percobaan dan selama masa percobaan itu 
berstatus sebagai calon Pegawai Negeri Sipil: 

4. Calon Pegawai Negeri Sipil diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil 
setelah memulai masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) 
tahun dan selama-lamanya 2 (dua) tahun. 

Tatanan kenegaraan terutama dalam meningkatkan karier dan 

meningkatkan prestasi melalui peningkatan Sumber Daya Manusia, hal 

senada sesuai dengan pendapat Kaho dalam Purwanto (2007: 71-72) yang 

dinyatakan bahwa : 

( 1) Pendidikan dapat memberikan pengetahuan yang luas dan mendalam 
tentang bidang yang dipilih atau yang dipelajari seseorang; 

(2) Melatih manusia untuk berpikir secara rasional dan menggunakan 
kecerdasan kearah yang tepat; melatih manusia menggunakan 
akalnya dalarn kehidupan sehari-hari baik dalarn berpikir, 
menyatakan pendapat maupun bertindak; 

(3) Memberikan kemampuan dan ketrampilan kepada manusia untuk 
merumuskan pikiran, pendapat yang hendak disampaikan kepada 
orang lain secara logis dan sistimatis sehingga mudah dimengerti. 

Dengan demikian pandangan diatas akan dilaksanakan perubahan pola 

kerja yang lebih baik, bila mereka mendapat pendidikan yang memadai 
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sebagai upaya peningkatan wawasan, pemikiran, maupun budaya kerja. 

Pengetahuan yang luas dan mendalam akan memberikan kemampuan untuk 

mengartikulasikan segala kepentingan masyarakat serta menentukan cara-cara 

yang lebih tepat dan efisien. 

Mengingat fungsi pelayanan masyarakat oleh aparatur pemerintahan 

sekaligus memiliki jangkauan luas, maka mutlak diperlukan aparatur 

pemerintahan, pegawai negeri sipil yang mempunyai kualitas tinggi. Kualitas 

yang tinggi ini hanya dapat dicapai melalui pendidikan dalam arti yang luas. 

Dalam wawancara kami dengan Sekretaris DPR Aceh, (Hamid Zein) 

tanggal 24 Juli 2014 menyebutkan bahwa: 

Dari pengertian tersebut, terlihat ada dua macam bentuk pendidikan, 
yaitu pendidikan formal dan pendidikan informal. Pendidikan formal 
dapat meliputi pendidikan yang dilalui melalui sekolah formal dari 
jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, sedangkan 
pendidikan infonnal diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan di luar 
pendidikan formal yang dapat bernpa pendidikan keorganisasian yang 
hubungan erat dengan pendidikan adalah pengalaman yang juga 
mempengaruhi kemampuan seseorang. Pengalaman yang banyak akan 
sangat membantu seseorang dalam memecahkan masalah-masalah yang 
dihadapinya. 

Menurut Kaho dalam Purwanto (2007: 75) dengan pengalaman dalam 

bidang organisasi kemasyarakatan dan kenegaraan maka pegawai negeri 

mempunyai: 

a. Bahan perbandingan sebagai pegangan dan pedoman untuk bertindak 
b. Bahan pertimbangan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh 

dan dalam masyarakat, sehingga akan memberikan kemarnpuan 
kepadanya untuk memahami aspirasi rakyat yang berkembang ; 

c. Ketrampilan untuk menyampaikan pandangan dan meyakinkan 
pihak lain, yakni ketrampilan berbicara. 
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Dalam wawancara kami dengan Sekretaris DPR Aceh, (Hamid Zein) 

tanggal 24 Juli 2014 menyebutkan bahwa: 

Secara profesionalisme Pegawai negeri sipil yang memiliki pengalaman 
sebagai abdi negara dan abdi masyarakat terutama dalam organisasi 
kemasyarakatan dan kenegaraan sangat bermanfaat dalam 
menerjemahkan arti kehidupan bermasyarakat secara logika, konon lagi 
keterlibatan ini pemah terlibat secara aktif dalam kegiatan organisasi 
politik, ekonomi, sosial atau kebudayaan serta pemah menduduki 
jabatan dalam pemerintahan. 

Dari uraian di atas, penulis menganggap suatu hal yang menarik dan 

perlu untuk diteliti sehingga ada suatu jalan pemecahannya. Dalam hal ini 

topik yang diajukan adalah "Penerapan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri 

Sipil pada Sekretariat DPR Aceh (Studi Implementasi Kebijakan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Talrnn 1980 Tentang Peraturan 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil) dikaloborasikan dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 53 Tahun 2010. Sasaran yang diinginkan untuk dapat memenuhi 

pemahaman substansi hukwn yang berkenaan dengan disiplin pegawai negeri 

sipil yang ada pada peraturan pemerintah nomo 30 Tahun 1980 dan peraturan 

pernerintahj Nomor 53 Tahun 2010 Disiplion Pegawai Negeri Sipil. 

Dalarn wawancara kami dengan Sekretaris DPR Aceh, (Hamid Zein) 

tanggal 24 Juli 2014 menyebutkan bahwa: 

Profesionalisme sebenamya merupakan sebutan yang mengacu pada 
sikap mental dalam bentuk suatu kornitmen yang telah disepakati 
bersama dari para anggota dalam suatu profesi yang senantiasa akan 
mewujudkan maupun berupaya meningkatkan kualitas profesionalnya 

Dalam kaitan ini profesionalisme lebih menggambarkan suatu keadaan 

atau derajad keprofesian seseoarang baik sikap, pengetahuan ataupW1 
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keahlian yang dimiliki dalam melaksanakan tugas-tugas secara profesional 

yan didukung oleh kemampuan diri dalam berdisiplin untuk menjadikan 

unsur aparatur negara yang mampu. 

D. Faktor Yang Menjadi Kendala dan Pendorong 

Faktor Kendala 

1. Manajemen Kepegawaian 

Perwujudan pemerintah yang bersih dan berwibawa diawali dengan 

penegakan disiplin nasional sampai kedaerah dilingkungan aparatur 

negara khususnya pegawai negeri sipil Sekretariat DPR Aceh. Secara 

umum pegawai negeri sipil sebagai sumber daya manusia organisasi 

memang kurang mematuhi mematuhi/menta'ati peraturan disiplin 

pegawai negeri sehingga dapat menghambat kelancaran pemerintahan 

dan pembangunan nasional dan daerah, yang seharusnya pegawai negeri 

sipil ini menjadi suri tauladan bagi masyarakat secara menyeluruh agar 

terpecaya dan dipercayai terhadap peran yang dilakoni. 

Dalam wawancara kami dengan Sekretaris DPR Aceh, (Hamid 

Zein) tanggal 24 Juli 2014 menyebutkan bahwa: 

Dalam tahun ke tahun faktor kendala dari kualitas sumber daya 
manusia ini tidaklah semata-mata karena tidak berjalannya suatu 
aturan pemerintah dalam lingkungan organisasi kesekretariatan 
akan tetapi sangat tergantung pada manusianya sebagai insan 
pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi pemerintah dan 
penerapan disiplin itu sendiri yang diberlakukan oleh pimpinan 
instansi. 
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Tambahan wawancara kami dengan Sekretaris DPR Aceh, 

(Hamid Zein) tanggal 24 Juli 2014 menyebutkan bahwa: 

Pengertian sebagaimana dimaksud diatas diawali dengan tanda 
petik bahwa "tidak menyalahkan siapa-siapa dalam penempatan 
PNS dan menggerakkan sumber daya manusia yang ada, namun 
yang sulit ba!:,ri kita adanya disiplin ilmu yang berbeda yang 
ditempatkan pada sekretariat DPR Aceh sehingga pemahaman 
suatu persoalan atau suatu aturan yang muncul menciptakan 
pemahaman ganda, contohnya seseorang memiliki disiplin ilmu 
dakwah ditempatkan untuk mengurus barang inventaris sehingga 
yang terjadi selalu berdakwah sedangkan inventarisasi barang tidak 
pemah selesai karena kepekaan ilmu. 

Secara jelas peraturan disiplin pegawa1 negeri sipil adalah 

peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila 

kewajiban-kewajiban tidak dita'ati atau dilanggar oleh pegawai negeri 

sipil. Secara nyatanya Peraturan Pemerintah Nomo 53 Tahun 2010 

tentang disiplin PNS yang semula diharapkan dapat melaksanakan tugas 

dan fungsinya pada organisasi pemerintahan secara bertanggungjawab 

namun realitanya sering terjadi pada sekretariat DPR Aceh pegawainya 

sebagai sumber daya rnanusia belum sepenuhnya dapat diterapkan. 

Dengan demikian kualitas surnber daya manusia akan 

mempengamhi etos kerja karena sesuai wawancara dengan Kasubbag 

Kepegawaian dan Tata Usaha pada Sekretariat DPR Aceh (Saifullah) 

tanggal 04 Agustus 2014 menyebutkan sebagai berikut : : 

I. Melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang 
menimbulkan ketidak efektifan kinerja PNS yang bersangkutan; 

2. Perubahan prilaku PNS yang mengikuti budaya salah untuk 
tidak mengikuti peraturan disiplin karena yang rnenegakkan 
disiplin juga bersikap sama; 
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3. Rendahnya tingkat disiplin dan etos kerja; 
i. Belum berjalannya system rewards and punishment membuat 

PNS bermalas-malasan; 
J. Belum dilakukan tindakan bersifat populis (sidak, penertiban 

yang sering mangkir terlambat datang lewat waktu dan 
pulang kantor sebelum waktunya 

4. Masih memberikan sanksi yang belum bersifat jera; 
5. Terjadinya perbedaan peran PNS dengan tenaga kontrak yang 

ada. 

Solusi yang perlu diambil dalam penerapan disiplin PNS sesuai 

peraturan pemerintal1 Nomor 53 Tahun 2010 antara lain: 

l. Berikan sanksi sesuai kesalahan PNS dan tidak melakukan pilih kasih 

dan tumpang tindih kewenangan; 

2. Melakukan pembinaan lebih bersifat pendekatan persuasif 

(pendekatan personal); 

3. Berikan tanggungjawab pekerjaan sebagai beban tugas rutin sesuai 

tugas pokok dan fungsi serta sanksi yang bersifat jera; 

4. Melakukan perlakukan yang sama antara semua PNS dan tidak 

membedakan dengan tenaga kontrak. 

5. Memberi motivasi dan etos kerja melalui system rewards and 

punishment. 

Salah satu problema umum yang dihadapi kalangan sumber daya 

sekretariat DPR Aceh banyaknya PNS yang berpendidikan diluar 

kebutuhan sekretariat DPR Aceh misalnya ( Sarjana Metamatik, Sarjana 

Kelautan, Sarjana Pendidikan, Sarjana Agama) dan penempatannya 

bukan pada tempatnya. Secara manajerial perlu dipikirkan kendala ini 
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agar "menempatkan seseorang berdasarkan keahliannya" sehingga di 

seluruh indonesia dan secara khusus sekretariat DPR Aceh pada saat ini 

adalah sinyalemen rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SOM) 

para PNS yang sudah lama dan yang barn direkrnt. Padahal sangat perlu 

disesuaikan kemapuan PNS yang bertugas pada Sekretariat OPR Aceh 

dengan kemampuan kader politik atau Anggota OPR Aceh yang 

diberikan pelayanan administrasi nantinya. 

Kesempatan pemberdayaan sumber daya manusia akan diberikan 

kepada PNS yang ingin meningkatkan pengetahuannya maupun 

kemampuan akan tetapi volume dan frekwensinya tentu saja sangat 

terbatas, apalagi masalah alokasi dana untuk itu juga terbatas. Jadi jelas 

bagi kita bahwa sasaran yang ingin dicapai tidaklal1 serta merta mampu 

meningkatkan kualitas SOM bagi seluruh pegawai negeri sipil. 

Untuk menghadapi itu semua maka tidak cara lain yang ditempuh 

antara lain "mengupayakan eksistensi pegawai negeri sipil yang 

ditempatkan berdasarkan kebijakan dinamis yang mampu berkompetisi 

secara sehat dan tetap solid, mengupayakan intergrilas pekerjaan yang 

aspiratif dan profesional. 

Oalam wawa.ncara dengan Wakil Ketua OPR Aceh (Sulaiman 

Abda) Tanggal 25 Juli 2014 menyebutkan bahwa: 

Oengan bennodalkan kemampuan sumber daya manusia yang 
tersedia pada sekretariat OPR Aceh diharapkan selektif dalam 
menjaring pegawai-pegawai yang handal untuk menduduki pos-pos 
tertentu, karena kualitas SOM merupakan kemampuan yang 
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dimiliki seseorang berdasarkan kecerdasan yang diawali dari 
pendidikan dan pengalaman. 

2. Penempatan Pegawai 

Pada kontek ini sebenarnya peran penting PNS yang uerada pada 

dilembaga DPR Aceh adalah merencanakan, melaksanakan, 

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan namun dibalik 

kenyataan itu dimungkinkan kelompok-kelompok kepentingan dengan 

kecendrnngan masih akan tetap menguat dan mempengarnhi kelompok 

tertentu dalam proses pengambilan kebijakan. 

Dalam wawancara dengan Wakil Ketua DPR Aceh (Sulaiman 

Abda) Tanggal 25 Juli 2014 menyebutkan bahwa: 

Sebenamya penempatan pegawai yang berkualitas sebagai PNS 
disatu sisi sebagai orang kepercayaan pemerintah yang mewakilkan 
dirinya menjadi PNS sedangkan disisi lain melaksanakan amanah 
sebagai abdi negara, abdi pemerintah dan abdi masyarakat. Oleh 
karenanya sebagai PNS Sekretariat DPR Aceh seharnsnya 
merupakan PNS yang memiliki kombinasi antara dunia pendidikan 
dan pengalaman dalam dunia politik agar mampu memahami 
terhadap kebutuhan adminitrasi sebagai pelayanan. 

Wawancara Janjutan kami dengan Sekretaris DPR Aceh, (Hamid 

Zein) tanggal 24 Juli 2014 menyebutkan bahwa: 

Penempatan pegawai sangat ditentukan atas kebijakan pihak atasan 
dengan menempatkan pegawai yang berkualitas yang juga 
dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pengalaman sekaligus 
memiliki kesadaran dan kemauan PNS itu sendiri agar secara 
kontinyu mengasah kemampuan serta kepekaannya sebagai PNS 
dalam menangani berbagai aktifitas. 

Sebenarnya PNS yang bekerja pada Sekretariat DPR Aceh 

dianggap sebagaian masyarakat posisinya sama dengan posisi yang ada 
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pada parlemen DPR Aceh padahal tidak demikian, tapi bila DPR Aceh 

benar adanya berada di tingkat lokal memang culmp strategis dimana 

lembaga ini dikonsepsikan sebagai penentu kebijakan tingkat lokal, akan 

tetapi implementasinya diperkirakan masih mengarah pada state based 

oriented (orientasi berdasarkanlberbasis negara) bukan lokal people 

based oriented ( orientasi berdasarkan/berbasis masyarakat lokal ). 

Wawancara dengan Wakil Ketua DPR Aceh (Sulaiman Abda) 

Tanggal 25 Juli 2014 menyebutkan bahwa: 

Sebagai pandangan, selaku manusia penempatan pegawai yang 
yang berkualitas, memiliki daya saing yang tinggi dan dapat 
menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan namun yang perlu diingat bahwa tugas PNS yang 
utama adalah menjaga perannya sendiri yang berada dalam 
KOORPRI dengan melaksanakan tugas operasional pada lembaga 
legislatif dan kontrol administratif pada eksekutif selain hams 
menjalin kerjasama . dengan pihak-pihak lain dengan harapan 
menumbuhkan dampak kondusif dalam masyarakat dan patner 
kerja. 

Dengan adanya kendala-kendala tmtuk meningkatkan pelayan 

publik baik kualitas mauptm kuantitasnya, maka merupakan suatu hal 

yang mendesak 6'1ma mendesaint pola barn bagi pemerintah dengan 

tujuan sebagaimana Wawancara lanjutan kami denga.n Sekretaris DPR 

Aceh, (Hamid Zein) tanggal 24 Juli 2014 menyebutkan bahwa: 

Untuk melakukan peningkatan dan pengembangan kemampuan 
pengetahuan serta ketrampilan dalam penempatan pegawai 
sehingga diharapkan akan dapat menghasilkan aparatur yang 
memiliki inte6'1itas tinggi dan tingkat kompetensi yang kompetitif 
dengan kemampuan yang dimiliki. 
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Hal ini merupakan tantangan global yang terjadi di pemerintahan 

dalam melaksanakan aktifitas kenegaraan dan daerah dalam memajukan 

pelayanan public yang didasarkan pada penempatan pegawai yang handal 

dalam pelayanan masyarakat. 

Faktor Pendukung 

1. Manajemen Kepegawaian 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menJaillln 

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangw1an secara 

berdayaguna dan berhasilguna, hal ini dilakukan agar menjadi pejabat 

negara yang berprestasi, sehingga Stoner dalam Santosa (2012: 21) 

menyebutkan penilaian prestasi kinerja adalah proses yang meliputi : 

1. Penetapan standar prestasi kerja; 
2. Penilaian prestasi kerja aktual karyawan dalam hubungan dengan 

standar-standar; 
3. Memberi umpan balik kepada karyawan dengan tujuan memotivasi 

orang tersebut untuk menghilangkan kemerosotan prestasi kerja. 

Sebagai institusi pemerintah Sekretariat DPR Aceh sebenamya 

hams mencenninkan adanya mekanisme "check and balances" antara 

prestasi dan karier yang didasarkan pada mekanime baperjakat dan tidak 

menggunakan sitem diluar peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Demikian pula dengan jabatan politik dan jabatan karier yang 

seyogyanya jelas dan tegas dan haruslah ada perbedaan yang jelas untuk 

meminimalkan politisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah. 
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Wawancara kami dengan Sekretaris DPR Aceh, (Hamid Zein) 

tanggal 24 Juli 2014 menyebutkan bahwa: 

Menurut pengetahuan saya, sebenarnya sulit sekali untuk 
menciptakan mekanisme check and balance antara prestasi dan 
karier pada sekretariat DPR Aceh, karena secara lahiriah 
mekanismenya adanya team tersendiri yang berada pada kepala 
daerah dengan penilaian tersendiri tanpa adanya keterlibatan pihak 
lain baik DPRA, Tokoh Masyarakat masyarakat maupun tokoh 
pengarnh lainnya. 

Dengan demikian keterlibatan dimaksud langsung atau tidak 

langsung kita tidak mencampur-adukkan keterlibatan dari bebrbagai 

pihak termasuk dalam menempati pos-pos yang bermata air dan berair 

mata namun sebagai penengah hanya aturan yang menentukan tmtuk 

menjaga keseimbangan dengan sasaran menghindari kecendemngan 

kalaborasi secara negatif karena tidak adanya "pressure to be 

conpetitive" (tekanan untuk menjadi konpetitif). Akan tetapi dengan 

adanya aturan yang dimainkan maka sebagai suatu tekanan yang muncul 

yang diwujudkan dalam bentuk 'demand and support" (pennintaan dan 

dukungan). 

Pcgawai Negeri Sipil sebagai Unsur Aparatur Negara, dan Pegawai 

Aparatur Sipil Negara * ASN) sesuai Undang-undang Nomor 5 tahun 

2014 adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah 

dengan perjanjian kerja. "PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat 

pembina kepegawaian (PPK) dan diserahi tugas dalam suatu jabatan 

pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan 
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peraturan penmdang-lllldangan. Ketentuan mengenai Pejabat Negara 

secara umum disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 43 Tahllll 1999 Tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian. 

2. Status Pejabat Negara 

Sesuai amanat dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 

1999 disebutkan bahwa: 

o Pejabat Negara terdiri atas: 

1. Presiden dan Wakil Presiden; 

2. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan 

Rakyat; 

3. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; 

4. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agllllg pada 

Mahkamah Agoog, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada 

semua Badan Peradilan; 

5. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Aglli1g; 

6. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; 

7. Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri; 

8. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negen yang 

berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa 

Pen uh; 
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9. Gubemur dan Wakil Gubemur; 

10. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota; dan 

11. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang. 

Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang

Undang dapat dilihat dari ketentuan dalam masing-masing undang

Undang pembentukannya yang menyebutkan bahwa pejabat tersebut 

termasu.k kategori Pejabat Negara. 

Pejabat Negara lainnya tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 

8 Tahun l 974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Dalam Pasal 

l l Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 

o Pejabat Negara lainnya disebutkan : 

l. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkarna11 Konstitusi; 

2. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial; 

3. Hakim Pengadilan Pajak; 

4. Hakim Ad Hoc Peradilan Tindak Pidana Korupsi; 

5. Hakim Ad Hoc Pengadilan Niaga; 

6. Hakim Ad Hoc Peradilan Hak Asasi Manusia; 

7. Hakim Ad Hoc pada Peradilan Perikanan; 

8. Hakim Ad Hoc Perselisihan Perburuhan; dan 

9. Hakim Mahkamah Syar'iyah. 
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Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 setelah Amandemen Keempat, terdapat 

lembaga-lembaga baru yang dibentuk dan lembaga-lembaga yang 

dihapus. Salah satu lembaga yang dihapus adalah Dewan 

Pertimbangan Agung, dan lembaga yang baru dibentuk antara lain 

Mal1kamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Daerah. 

Dengan demikian jenis Pejabat Negara menurut Undang

Undang Nomor 43 Tahun 1999 tersebut di atas telah berubah, 

sehingga penanganan administrasi pengangkatan, pemberhentian, 

dan pension Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota 

diselenggarakan oleh Departemen Dalam Negeri. 

o Jenis Pejabat Lainnya 

Selain Pejabat Negara, terdapat pula pejabat lainnya yang 

dalam Undang-Undang pembentukannya tidak secara eksplisit 

berkedudukan sebagai Pejabat Negara, namun karena mereka 

diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, maka penanganan 

administrasinya diselenggarakan oleh Sekretariat Negara. 

o Pejabat Iainnya yang dimaksud tersebut di atas antara lain: 

1. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden; 

2. Anggota Dewan Gubemur Bank Indonesia; 

3. Anggota Komisi Pemilihan Umum; 

4. Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha; 
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5. Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat; 

6. Anggota Komnas Perlindungan Anak Indonesia; 

7. Anggota Komisi Kepolisian; 

8. Anggota Komisi Kejaksaan; 

9. Anggota Komisi Ombudsman; 

10. Anggota BPH Migas; 

11. Anggota BP Migas; 

12. Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional; 

13. Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Karban; 

14. Wakil Pemerintah Indonesia dalam Organisasi Intemasional; 

dan 

15. Kepala Perwakilan Konsuler. 

Sebagai perbandingan bila dilihat dengan kasat mata 

Sekretariat DPR Aceh yang secara operasional bertanggungjawab 

kepada Pimpinan DPR Aceh narnun secara implisit keberadaan 

Pimpinan DPR Aceh sampai saat ini belum merupakan pejabat 

negara di daerah dan belum diakui oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Nanmn hanya posisinya sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

Wawancara dengan Wakil Ketua DPR Aceh (Sulaiman Abda) 

Tanggal 25 Juli 2014 menyebutkan bahwa : 

Dengan aturan yang mengatur keberadaan seseorang PNS yang 
diangkat sebagai pejabat negara diberhentikan dari jabatan 
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organiknya selama menjadi pejabat negara tanpa kehilangan 
statusnya sebagai pegawai negeri. Sedangkan PNS sebagai 
unsur aparatur negara secara manejerial diarahkan untuk 
menjamin penyelenggaraan tugas pernerintahanan dan 
pembangunan secara berdayaguna dan berhasilgmia. Artinya 
dalam pelai<:sanaan tugas-tugas kenegaraan ini diperlukan PNS 
yang profesional, bertanggungjawab, jujur dan adil melalui 
pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan "sistem prestasi 
kerja" dan "sistem karier" yang dititik beratkan pada "sistem 
prestasi kerja". 

Akan tetapi jelmaan PNS yang memenuhi kriteria dalam suatu 

jabatan dilaksanakan melalui prinsip profesionalisme sesuai dengan 

kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan 

untuk itu serta syarat-syarat objekltif \ainnya tanpa membedakan 

jenis kelamin, suku, agama, rasa tau golongan. 

Sebat,'lli ilustrasi bahwa dalarn penyamaan kedudukan dan 

persarnaan hak warga negara, bila dipandang dari sisi Undang-

tmdang Dasar 1945 rnenyebutkan: 

Persarnaan derajad tentu dilindungi oleh peraturan yang 
berlaku di suatu negara untuk rnenjarnin pernberlakuannya. 
Untuk persamaan hakdi Indonesia diatur secara jelas dalam 
dalarn Undang-undang Dasar 1945 yang terangkum dalarn 
pasal 27 ayat 1, 2 dan 3 , Pasal 28, Pasal 29 ayat 2 dan Pasal 31 
ayat 1 dan 2 yang berkaitan mengenai hak dan kebebasan yang 
berkaitan statusnya sebagai warga negara Indonesia. 

Sesuai dengan terrnaktup dalam pasal-pasal Undang-undang 

Dasar 1945 dijabarkan kembali yaitu : 

1. Pasal 27 ayat 1, sernua warga negara bersamaan kedudukannya 

didalarn hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum 

dan pernerintahan itu dengan tidak ada kecualinya 
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2. Pasal 27 ayat 2, Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan 

3. Pasal 27 ayat 3, Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta 

dalam upaya pembelaan negara. **) 

4. Pasal 28, Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan 

pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan 

dengan undang-undang 

5. Pasal 29 ayat 2, Negara menJaimn kemerdekaan tiap-tiap 

penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk 

beribadat menurnt agamanya dan kepercayaannya itu 

6. Pasal 30 ayat 1, Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut 

serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. * *) 

7. Pasal 30 ayat 2, Usaha pertahaan dan keamanan negara 

dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat 

semesta oleh Tentera Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai 

kekuatan pendukung. **) 

8 Faktor pendukung (Peraturan Penmdang-tmdangan Kepegawaian) 

Kelembagaan daerah yang berbentuk organisasi pelaksana 

tugas kedinasan yang di dalamnya ada PNS yang berdisiplin tinggi 

sebenarnya hams mencerrninkan antara jabatan politik dan jabatan 

karier yang seyogyanya jelas dan tegas dan haruslah ada perbedaan 
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yang jelas untuk meminimalkan politisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

di daerah. 

E. Pembahasan Hasil Penelitian 

Pegawai Negeri Sipil selaku unsur apartaur negara membutuhkan 

kedisplinan kerja harus menjadi acuan hidupnya, baik. tuntutan masyarakat 

akan pelayanan yang semakin tinggi mengingikan adanya aparatur yang 

bersih, berwibawa dan berdisiplin tinggi dalarn menjalankan tugas-tugas 

kenegaraan yang embannya sesuai tugas pokok dan fungsi. 

Ada bebarapa cara lain yang dapat digunakan untuk menstimulus dan 

mengoptimalkan kinerja PNS sebagaimana diterapkan di negara-negara maju 

dimana PNS menerapkan sistem gaji berbasis kinerja, dengan demik.ian 

membuat rangsangan bat,ri PNS akan bekerja lebih tekun, serius dan arnanah 

terhadap tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Perwujudan pemerintah 

yang bersih dan berwibawa dimaksud diawali dengan penegakan disiplin 

nasional sampai kedaerah dilingkungan aparatur negara tennasuk didalarnnya 

pegawai negeri sipil pada Sekretariat DPR Aceh. 

Pada kontek ini sebenamya peran penting PNS yang berada pada 

dilembaga DPR Aceh adalah merencanakan, melaksanakan, menatausahakan, 

dan mempertanggtmgjawabkan untuk menduktmg program daerah walaupun 

dibalik kenyataan itu dimungkinkan adanya kelompok-kelompok kepentingan 

dengan kecendrnngan tertentu masih mempengaruhi kelompok tertentu dalarn 

proses pengambilan kebijakan. 
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Sebagai institusi pemerintah Sekretariat DPR Aceh sebenarnya harus 

mencenninkan adanya mekanisme "check and balances" antara prestasi dan 

karier yang didasarkan pada baperjakat dan tidak menggunakan sitem diluar 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula dengan jabatan 

politik dan jabatan karier yang seyogyanya jelas dan tegas maka haruslah ada 

perbedaan yang jelas untuk meminimalkan politisi Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) di daerah. 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menJarnm 

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna 

dan berhasilguna, hal ini dilakukan agar menjadi pejabat negara yang 

berprestasi. Sedangkan pegawai negeri sipil itu sendiri selaku Pejabat Negara 

ditentukan oleh Undang-Undang dapat dilihat pada ketentuan perundang

undangan. 
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1. Kesimpulan 

BABV 

PENUTUP 

Kesimpulan dari hasil analisis kepustakaan serta data dilapangan maka 

penulis merumuskan kesimpulan sebagai berikut. 

I. Penerapan Disiplin pegawai nege1i sipil pada hakekatnya berpedoman 

pada kesanggupan mena'ati kewajiban dan menghindari larangan sesuai 

peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, 

sedangkan dalam penerapan disiplin Satuan Kerja Perangkat Aceh pada 

Sekretariat DPR Aceh pimpinan menghadapi intervensi maupun 

intimidasi dari pihak-pihak tertentu karena banyak unsur politis masih 

mendominasi pemerintahan dari partai politik sehingga menciptakan 

disiplin pegawai negeri sipil masih rendah. 

2. Solusi yang harus ditempuh untuk menghilangkan kendala penerapan 

disiplin ini, maka setiap pelanggaran/larangan yang dilakukan harus 

diambil tindakan disiplin baik ringan, sedang maupun tindakan disiplin 

berat. Demikian juga atas pelaksanaan kewajiban harus dilaksanakan 

secara baik sehingga efektifitas kinerJa PNS pada Sekretariat DPR Aceh 

diarahkan melalui pembinaan Manajemen kepegawaian agar terjamin 

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara 

berdaya6runa dan berhasilguna dengan sasaran yang akan dicapai untuk 

menjadikan pejabat negara yang bersih dan berprcstasi. 
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3. Secara kelembagaan Sekretariat DPR Aceh sebagai institusi pemerintah 

Aceh menerapkan: 

a. Pada dasarnya pelaksanaan tugas-tugas kedinasan pada sekretariat 

DPR Aceh ini secara historis mengandung makna dari dua 

kekuasaan, dimana secara teknis operasional berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Pimpinan DPR Aceh dan secara taktis 

administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris 

Daerah. 

b. Suatu tindakan yang ditetapkan pemerintah merupakan kebijakan 

pubik yang berlaku sebagai nonna-norma dan kaedah kepegawaia.n 

agar mendorong kapasitas sumber daya manusia yang berkemampuan 

untuk berprestasi. Sejalan dengan itu kebijakan publik merupakan 

rangkaian rencana kegiatan yang bertujuan untuk memberikan efek 

terhadap kondisi sosial ekonomi, juga merupakan hasil-hasil 

keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku khusus untuk tujuan 

publik. 

c. Penerapan displin yang dilaksanakan dengan cara pembinaan, 

monitoring dan mengevaluasi agar tidak terjadi penyimpangan yang 

disengaja atau tidak sengaja sekaligus akan diketahui cakupan 

keberhasilan yang sudah dicapai sehingga dapat diambil langkah 

tepat apakah penerapan dan program tersebut perlu dilanjutkan, 

dimodifikasi atau dihentikan. 
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d. Proses penerapan disiplin pegawai negeri lazimnya berangkat dari 

tingkat kesadaran individu, kelompok dan organisasi sekretariat DPR 

Aceh yang dilaksanakan melalui mekanisme yang mengalir menjadi 

agenda penerapan kebijakan pemerintah, dan akhimya dibangun 

menjadi ketentuan perundang-undangan yang berlaku permanen. 

2. Saran-saran 

Sebagai saran disampaikan memiliki relevansi dengan hasil 

penelitian dirumuskan saran-saran sebagai berikut. 

1. Disiplin pegawai nege1i sipil disesuaikan dengan aturan disiplin 

pemerintah dan kebiasaan atau budaya daerah yang tumbuh dengan 

memperhatikan nonna-norma yang berlaku dengan memperhatikan 

pengaturan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 20 l 0 

tentang disiplin pegawai negeri sipil. 

2. Sekretariat DPR Aceh melaksanakan tugasnya secara teknis operasional 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR Aceh 

dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah 

melalui Sekretaris Daerah. Tugas peiayanan dimaksud antara lain : 

a. Memberikan pelayanan ke dalam (to serve internally) meliputi: 

• Pelayanan tata usaha; 

• Pelayanan keuangan; 

• Pelayanan logistik; 

• Pelayanan protokol; dan 
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• dan pelayanan persidangan; 

b. Menyiapkan bahan kebijakan (to think). 

Sumbangan penulis bagi perkembangan Ilmu Administrasi Publik 

khususnya kajian kebijakan publik dalam mengembangkan konsep-' 

konsep, pengertian, dan implementasinya untuk mewujudkan 

kemandirian Administrasi Publik. 
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PEDOMAN WAWANCARA 
PENERAPAN PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL 
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH 

1. Bila kita mencermati secara umum pelaksanaan tugas sekretariat DPR Aceh tugas pelayanan 

politik namun bagaimana sebenarnya pelaksanaan tugas-tugas kesekretariat dimaksud 

dibawah kepemimpinan bapak. 

2. Bagaimana sekretariat DPR Aceh ini dalam menjaga kata-kata pelaksanaan tugas 

kesekretariat DPRA disuatu sisi pindah ke eksekutif di sisilain melaksanakan tugas-tugas 

lebaga legislative. 

3. Selain satuan kerja (SKPA) sekretariat DPRA memiliki kewenangan otorisator dan kepala 

daerah dalam membina pegawai negeri sipil dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. 

4. Dalam setiap instansi memiliki aturan pelaksanaan tugas untuk membagi tugas suatu 

pekerjaan berdasarkan job discription yang ada, Bagaimana seharusnya aturan atau qanun 

yang digunakan sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas sekretariat DPRA. 

5. Bagaimana tugas yang melekat pada sekretariat DPRA selaku kepala sekretariat dalam 

mendukung PNS dan Sekretariat DPRA. 

6. Selaku sekretarias DPRA tindakan apa yang diambil dalam peningkatan disiplin PNS. 
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PEDOMAN WAWANCARA 
PENERAPAN PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL 
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH 

No. lnforman Tanggal i Pembahasan Hasil Wawancara 
1--~-+-~~~~-+-~~-"'=--~-+-~~~~~~~~~~-+-~~~~~-

1 Hamid Zein 24 Juli 2014 Gamba ran Umum 1.1. Pada dasarnya pelaksanaan tugas-

1.1 Bila kita mencermati tugas kedinasan pada sekretariat 

secara umum DPR Aceh ini secara historis 
pelaksanaan tugas mengandung makna dari dua 

sekretariat DPR Aceh kekuasaan, dimana secara teknis 

di dominasi tugas operasional berada dibawah dan 

pelayanan politik bertanggungjawab kepada Pimpinan 

namun bagaimana DPR Aceh dan secara taktis 

sebenarnya administratif bertanggung jawab 
pelaksanaan tugas- kepada Gubernur melalui Sekretaris 
tugas kesekretariat Daerah. 

dimaksud dibawah 

kepemimpinan 

bapak. 

1.2 Bagaimana 

sekretariat DPR Aceh 

ini dalam menjaga 

kata-kata 
pelaksanaan tugas 

kesekretariat DPRA 

disuatu sisi pindah ke 
eksekutif di sisila in 

melaksanakan tugas
tugas lebaga 

legislative. 

1.3 Selain 
(SKPA) 

DPRA 

satuan kerja 

sekretariat 

memiliki 
kewenangan 
otorisator dan kepala 
daerah dalam 
membina pegawai 

negeri sipil dalam 
penyelenggaraan 

132 

1.2. Dalam batas-batas tertentu selaku 
Sekretaris DPR Aceh semaksimal 

mungkin selalu mengimbangi posisi 

tugas kesekretariatan agar mampu 
menjaga keseimbangan antara 
ja batan exsekutif dengan tugas

tugas legislatif dengan metoda 

menjembatani kegiatan 
pemerintahan, pembangunan dan 
sisial kemasyarakatan sesuai beban 

tugas yang emban baik bersifat 

informasi, komunikasi maupun 

koordinasi dengan dalam upaya 

singkronisasi persepsi diantara 

kedua lembaga ini terhadap 
permasalahan daerah dan kebijakan 
daerah. 

l.3Dalam pelaksanaan tugas 
kesekretariatan selaku satuan kerja 

perangkat aceh yang berada dibawah 
kepala daerah melakukan pembinaan 
Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk 
menjamin penyelenggaraan tugas 
pemerintahan dan pembangunan 

secara berdayguna dan berhasilguna, 

dengan sasaran yang ingin dicapai 

42677.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



24Juli 2014 

tugas pemerintahan 

dan pembangunan, 

Bagiaman pula yang 
dilakukan dalam 

pembinaan PNS 

dimaksud. 

2.1 Dalam setiap instansi 

memiliki aturan 

pelaksanaan tu gas 

untuk membagi tugas 

suatu pekerjaan 
berdasarkan job 

discription yang ada, 
Bagaimana 
seharusnya 

atau qanun 

digunakan 

dasar 

aturan 

yang 

sebagai 

hukum 
pelaksanaan tugas 
sekretariat DPRA. 

2.2 Bagaimana tugas yang 

melekat pada 
sekretariat DPRA 

selaku kepala 
sekretariat dalam 
mendukung PNS dan 

Sekretariat DPRA. 

133 

agar melaksanakan tugas yang 

didasarkan system karier dan sitem 

prestasi kerja. Akan tetapi secara 

nasional juga mewujudkan masyarakat 

madani yang taat hukum, 
berperadaban modern, demokratis 

dan bermoral tinggi dalam menjaga 

persatuan dan kesatuan bangsa 

dengan penuh kesetiaan kepada 
Pancasila dan Undang-undang Dasarn 
1945. 

2.1 Untuk dapat diketahui bersama bahwa, 

penjabaran Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 

2007 Tanggal 5 Oktober 2007 Tentang 

Susunan Organisasi dan tata Kerja 

Sekretariat Daerah dan Sekretariat 
DPRA telah dijabarkan kedalam 

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 
Tahun 2008 Tanggal Tanggal 10 Maret 
2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan 

Fungsi Pemangku Jabatan Struktural 

dilingkungan Sekretariat Daerah dan 
Sekretariat DPRA terutama dalam Bab 
IV Sekretariat DPRA diuraikan Pasal 180 

ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa: 
(1) Sekretariat DPRA adalah unsur 

pelayan terhadap DPRA ; dan 

(2) Sekretariat DPRA dipimpin oleh 

seorang Sekretaris DPRA yang 
secara teknis operasional berada 

dibawah dan bertangguingjawab 
kepada Pimpinan DPRA dan secara 

Administratif bertanggungjawab 
kepada Gubernur melalui 
Sekretaris Daerah. 

2.2Dalam melaksanakan tugas kewenangan 

yang dimiliki Sekretaris DPR Aceh selalu 
melaksanakan koordinasi, intergrasi dan 

singkronisasi terhadap penyelenggaraan 
tugas kesekretariatan pada DPR Aceh 
baik bersifat rencana kerja, menelaah 

atau mengkaji terhadap kebutuhan DPR 

Acehnya, maupun kebutuhan 
Sekretariat DPR Aceh itu sendiri, hal ini 
tidak terlepas dalam 

mengkoordinasika n penyiapan 

42677.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



i 
! 2.3 Selaku sekretarias 

DPR Aceh tindakan 

apa yang diambil 
dalam peningkatan 
disiplin PNS 
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perumusan kebijakan Pimpinan DPRA 
semisal pembentukan Pansus dalam 
rangka peninjauan lapangan, atau rapat 
komisi, surat keputusan pimpinan dan 
keputusan DPR Aceh". 

2.3 Keberadaan pegawai Sekretariat DPR 
Aceh dalam peningkatan disiplin 
secara tidak langsung meningkatkan 
kinerja pegawai menyebutkan bahwa : 
a. Kedudukan Pegawai Negeri Sipil 

Sekretariat DPR Aceh sebagai abdi 
Negara dan abdi masyarakat,m 
oleh karenanya Pegawai Negeri 

Sipil di Aceh merupakan satu 
kesatuan manajemen Pegawai 
Negeri Sipil secara nasional; 

a. Secara manajerial Pegawai Negeri 
Sipil Aceh sama perannya dengan 
pegawai negeri sipil nasional 
(formasi, pengadaan, 
pengangkatan, 

pemberhentian, 
pemindahan, 

penetapan, 
pensinan, gaji, tunjangan, 
kesejahteraan, hak dan kewajiban, 
kedudukan hokum, pengembangan 
kompetensi dan pen gendalian 
jumlah; 

b Pengelolaan manajemen pegawai 

negeri sipil dapat diserahkan 
pemberlakuannya kepada 
Pemerintah Aceh; 

c Gaji dan tunjangan Pegawai Negeri · 
Sip ii di daerah (Provinsi) 
dibebankan pada APBA yang 
bersumber dari alokasi dasar dalam 
Dana Alokasi Umum (DAU). 

1. Untuk dipahami bersama bahwa 
Pegawai Sekretariat DPR Aceh dari 
setiap eselonering dan unsur staf secara 
umum dapat meningkatkan disiplin 
kerja d ibuktikan dengan tingkat 
kehadiran, mengikuti ape I, 
melaksanakan tugas rutin dan 
memberikan konstribusi pelayanan 
namun pegawai disini bukanlah 
berkedudukan sebagai pelayan akan 

---- - ------ -- -- --
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tetapi memberi pelayanan dengan 
menyiapkan berbagai tugas administasi 
dan tugas operasional dewan; 
Pelayanan sekretariat DPR Aceh selaku 
unsur staf dalam peningkatan kinerja 
yang diberikan sangat tergantung pada 
kewenangan yang diberikan oleh suatu 
aturan dan mekanisme kerja 
kesekretariatan terutama mengacu 
pada Qanun Aceh nomor 4 Tahun 2007 
tanggal 5 Oktober 2007 Tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat daerah dan Sekretariat DPR 
Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh 
nomor 15 Tahun 2008. 

Profesionalisme kerja terutama penilaian 
Pegawai Negeri Sipil berbasis kinerja 
dilaksanakan melalui pendekatan yang 
dikombinasikan dalam salah satu 
pendekatan yang disebut dengan 

pendekatan pencapaian tujuan/target, 
artinya kinerja Pegawai Negeri Sipil 
didasarkan pada target yang telah 
disepakati terlebih dahulu. 

Kualitas SOM juga dipengaruhi oleh tingkat 
pendidikan dan pengalaman dibarengi 
tentunya dengan adanya kesadaran, serta 

/----+------ - ----1------- -----·· ---

kemauan PNS itu sendiri agar secara 
kontinyu mengasah kemampuan serta 
kepekaannya sebagai PNS dalam 
menangani berbagai aktifitas 

-·---· ----------

2 Romi 04 Agustus • Gambaran Umum 
2014 

' 

Kami menyampaian pendapat ini 

didasarkan pada Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang 
Pemerintahan Aceh, terutama 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 108 
ayat (1) dan ayat (2) bahwa : 
1. Sekretariat DPRA dipimpin oleh 

Sekretaris DPRA; 
2. Sekretaris DPRA sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diangkat dan 
diberhentikan oleh Gubernur setelah 
berkonsultasi dengan Pimpinan Dewan 

: DPRA mempunyai kedudukan yang --_ l Perwakilan Rakyat Aceh. Sekretariat 

1 

strategis yaitu membantu DPRA dalam 
~ -~-~----------------------~~ 

42677.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



3 Mahyar 24Juli 2014 Gambaran Umum 

04 Agustus ! 

2014 

136 

menjalankan tugas dan kewenangan 
sehari-hari. 

Pemberlakuan pelaksanaan tugas sekretaris 

DPR Aceh telah diatur dalam pasal 108 ayat 

(3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 
dengan rincian disebutkan bahwa : 

a. Menyelenggarakan administrasi 

esekretariatan DPR Aceh; 

rencana b. Menyusun 

Sekretariat 

menyelenggarakan 
DPRA 

keuangan; 

anggaran 

dan 
ad min istrasi 

c. Melakukan pengelolaan dan 
administrasi anggaran belanja DPRA; 

d. Mendukung pemberlakuan tugas dan 
fungsi DPRA; dan 

e. Menyediakan dan mengkoordinasikan 

tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRA 
dalam melaksanakan fungsinya sesuai 

dengan kemampuan keuangan daerah. 

Benar adanya penerapan disiplin ini 

dilaksanakan pada Sekretariat DPR Aceh 
sekaligus mengacu pada acuan pelaksanaan 

tugas yaitu "Sekretariat DPR Aceh memiliki 
acuan tugas kesekretariatan dalam 

memberi pelayanan kepada Pimpinan dan 
Anggota DPR Aceh" disatu sisi 

menggunakan peraturan perundang-

undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun 
Nomor 4 Tahun 2007 dan peraturan 

gubernur Nomor 15 Tahun 2008, namun 
tidak terlepas dari acuan dasar Peraturan 

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Sesuai 

pasal 11 Qanun Nomor 04 Tahun 2007 
disebutkan bahwa "Untuk 

menyelenggarakan tugas-tugas 

kesekretariatan sebagaimana dimaksud 
pasal 10 Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Aceh menyelenggarakan Fungsi: 

a. Penyelenggaraan 

kesekretariatan DPRA; 

administrasi 

b. Penyelenggaraan administrasi keuangan 

DPRA; 
c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRA; dan 
d. Penyediaan dan pengorganisasian 

tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRA. 
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Sebelumnya Saya Mahon maaf bahwa, 

seluruh kegiatan yang dilaksanakan 

Sekretariat DPR Aceh maupun organisasi 

pemerintahan di Provinsi Aceh 

(dinas/lembaga dan badan) didasarkan 

aturan dasar berupa (Peratuiran 

Pemerintah, Qanun) sebagai pedoman 

guna melegalkan pelaksanaan 

perencanaan, pengadministrasian, tatanan 

kebutuhan, terstruktur/terukur 
bertanggungjawab dan dilakukann 

pengawasan. Secara khusus kegiatan 

administrasi yang dilaksanakan dalam 
upaya mendukung kelancaran tugas-tugas 

kedewanan tetap mempedomani tatanan 

hukum yang berlaku namun kebijakan 

tergantung aktor pengambilan keputusan 
agar tugas itu berjalan dengan sempurna 
sebagai harapan organisasi. 

Dalam upaya penguasaan tug as, 
pemerintah berinisiatif membuat garis 

komando terhadap pembagian tugas-tugas 
yang disesuaikan dengan struktur 
organisasi Sekretariat DPR Aceh dan 
terbagi ha bis dalam tugas pokok dan fungsi 
menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 

Tahun 2007 Tanggal 23 Juli 2007 Tentang 
Organinasi Perangkat Daerah. Asumsi ini ini 

mengatur organisasi Sekretariat DPRA 
terdiri atas masing-masing 4 (empat) 

Bagian dan masing-masing Bagian terdiri 
atas 3 (tiga) Sub Bagian sehingga pada 

gilirannya secara normatife Sekretariat 
DPRA terdiri atas 4 (empat) bagian dan 12 

(dua belas) Sub Bagian. Sesuai Pasal 24 

ayat (2) menyebutkan "Sekretariat DPRD 

terdiri dari paling banyak 4 (empat) 

Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri 
dari paling banyak 3 (tiga) Sub Bagian". 

Mahon maaf sebelumnya bahwa, selama 
saya ditempatkan pada jabatan ini secara 
kebijakan manajemen pegawai negeri sipil 

baik itu berupa norma, standar, prosedur, 

formasi, pengangkatan, pengembangan 
kualitas sumber daya pegawai negeri sipil, 
pemindahan, gaji, tunjangan, kesejateraan, 

pemberhentian hak, kewajiban dan 
L___~_J_~~~~--L~~~~~---"--~~~~~~~~.~~-'--'---
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kedudukan hukum. 

Secara khusus penerapan disiplin pegawai 

negeri sipil pada Sekretariat DPR Aceh 

sudah dilaksanakan dengan mengacu pada 
aturan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 

53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai 

negeri sipil pada pelanggaran terhadap 
kewajiban (hukuman ringan) Pasal 3 angka 

11 berupa "penundaan kenaikan gaji 
berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS 

yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang 

sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 
20 (dua puluh) hari kerja" 

Kemampuan kepala Satuan Kerja 

Pemerintah Aceh (SKPA) dalam 

menggerakkan manajemen kepegawaian 
dan meningkatkan kinerja merupakan 

keseluruhan upaya untuk meningkatkan 
efisiensi, efektifitas dan derajad 

profesionalisme penyelenggara tugas, 

fungsi dan kewajiban pegawai yang 

meliputi Perencanaan, Pengembangan, 
Kualitas, Penempatan, Promosi, Penggajian, 
Kesejahteraan, dan Pemberhentian. 

Menurut saya staf dalam organisasi adalah 
mereka yang membantu pimpinan 
organisasi, baik dalam kedudukannya 

selaku pimpinan unit lini (mereka yang 
melakukan tugas operasional) yang lebih 
rendah maupun staf pembantu yang 
memainkan peranan selaku pemoeri 
nasehat, serta staf pembantu yang 

bertanggungjawab atas terlaksananya 
kegiatan-kegiatan penunjang dalam 

organisasi" Namun dalam halnya Sekretaris 

DPR Aceh lebih berorintasi pada sifat kerja 
pelayanan dalam arti memberi pelayanan 

administrasi dan opersional dalam 
mendukung kelancaran tugas-tugas 

kedewanan didukung oleh seluruh unsur 
stat. 

Pemberlakuan tugas-tugas selalu diawasi 

melalui pengawasan melekat dari masing

masing bagian dan jenjang hirarkhi atau 
oleh atasanya masing-masing terutama 

disiplin pegawai negeri sipil yang mengacu 
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pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 

Tahun 2010 menyangkut kehadiran (alpa, 

sakit, izin, dinas maupun cuti), karena hal 
akan mempengaruhi keberadaan tunjangan 
prestasi kerja pegawai yang bersangkutan. 

Dalam upaya meningkatan disiplin kerja 

pada Sekretariat DPR Aceh inikami selaku 

pimpinan dewan tetap memberi motivasi 
kepada seluruh pegawai agar disiplin itu 

ditegakkan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku baik itu bersifat Peraturan 

Pemerintah, SE BKN, Peraturan Gubernur 

Aceh maupun Keputusan Gubernur seperti 
jam kerja dan pemberian tunjangan 

prestasi kerja bagi Pegawai Negeri Sipil, 
memang sangat berfariasi dalam 
meningkatkan disiplin 1n1, artinya 

Sekretariat DPR Aceh selaku unsur staf 
yang memberikan pelayanan kepada DPR 

Aceh bukanlah bersifat absolut akan tetapi 
lebih berorientasi pada pelayanan 
administrasi dalam upaya menyelesaikan 

tugas-tugas dewan. Memang kita 
menyadari yang nama pelayanan tidak 
pernah berhasil sepenuhnya kepada setiap 
orang atau individu organisasi khususnya 

Pimpinan dan Anggota DPR Aceh. 

Dalam pengertian sempit pelayanan ini 

bersifat abstrak namun secara luas 

pelayanan adalah kemampuan meningkatk 
disiplin kerja yang secara otomatis 
meningkatkan kinerja, etas kerja, motivasi 

kerja, profesionalisme kerja.dengan 

demikian menurut pandangan saya 
meningkatkan disiplin kerja sebagai unsur 

stat pada Sekretariat DPR Aceh antara lain : 

1. Kemampuan seseorang pegawai negeri 

sipil yang bekerja pada lembaga politik 
menta'ati kewajiban dalam pelaksanaan 

tugas yang merupakan 

tanggungjawabnya. Contoh kehadiran 
tepat waktu dalam pelayanan 

administrasi itu diberikan dan 
penerimaan layanan yang diterima; 

2. Sebagai lembaga pelayanan publik DPR 
Aceh perlu diberikan pelayanan prima, 

namun tergantung kepuasan Dewan itu 
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sendiri untuk menilai terhadap 
pelayanan yang diberikan sdalam upaya 
meningkatkan disiplin kerja; 

3. Pimpinan dan Anggota Dewan hendak 
memahami sejauhmana disiplin kerja 
itu dapat diberikan, karena seluruh 

kedisiplinan itu bersifat pemberian 
pelayanan yang tepat waktu sesuai 
aturan mainnya; 

Dengan bermodalkan kemampuan sumber 
daya manusia yang tersedia pada 
sekretariat DPR Aceh diharapkan selektif 
dalam menjaring pegawai-pegawai yang 

handal untuk menduduki pos-pos tertentu, 
karena kualitas SDM merupakan 
kemampuan yang dimiliki seseorang 
berdasarkan kecerdasan yang diawali dari 
pendidikan dan pengalaman 

Sebagai pandangan, selaku manusia yang 
memiliki kualitas sumber daya dapat 
menjalankan tugas-tugas pemerintahan, 
pembangunan dan kemasyarakatan namun 
yang perlu diingat bahwa tugas PNS yang 
utama adalah menjaga perannya sendiri 
dengan melaksanakan tugas operasional 
pada lembaga legislatif dan kontrol 
administratif pada eksekutif selain harus 

menjalin kerjasama dengan pihak-pihak 
lain dengan harapan menumbuhkan 
dampak kondusif dalam masyarakat dan 
patner kerja. 

Dengan aturan yang mengatur keberadaan 
seseorang PNS yang diangkat sebagai 
pejabat negara diberhentikan dari jabatan 

organiknya selama menjadi pejabat negara 
tanpa kehilangan statusnya sebagai 
pegawai negeri. Sedangkan PNS sebagai 
unsure aparatur negara secara manejerial 
diarahkan untuk menjamin 
penyelenggaraan tugas pemerintahanan 
dan pembangunan secara berdayaguna 

dan berhasilguna. Artinya dalam 
pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan ini 
diperlukan PNS yang professional, 

bel"!_~ri_gg_u~-gj~l,','_ab_,_Juj_l.J_r _ia_ri_~d_il_Fll_~lal~ 
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i pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan 
"sistem prestasi kerja" dan "sistem karier" 
yang dititik beratkan pada 11sistem prestasi 
kerja. 

Banda Aceh, 2014 
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